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ABSTRAK 

Nama : Nirmalasari 

NIM : 90400116023 

Judul :Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa 

Berdasar Tripologi Islam (Studi pada Kantor Desa Nepo Kec. 

Mallusetasi Kab. Barru) 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada tripologi islam yaitu 

Shiddiq,  Amanah, dan Tabligh di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten 

Barru dalam pencapaian good governance yaitu pemerintahan yang transparan dan 

akuntabel. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan 

pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan internet searching. Jenis 

data yang digunakan adalah data subjek yang bersumber dari data primer, 

kemudian untuk menganalisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan uji 

kredibilitas dengan menggunakan metode triagulasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di 

Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru bisa dikatakan transparan 

dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya transparansi informasi terkait 

pengelolaan dan penganggaran Dana Desa yang disalurkan dibeberapa program 

pemerintah desa. Disamping itu pemerintah desa Nepo telah melakukan 

pngelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan dana desa yang meliputi transparansi, akuntabilitas, independensi, 

dan kewajaran. Dalam melakukan akuntabilitas terhadap transparansi pengelolaan 

dana desa pemerintah desa Nepo telah menerapkan konsep tripologi islam yakni 

Shiddiq, Amanah, dan Tabligh, yang mencakup nilai-nilai kejujuran, dapat 

dipercaya, dan menyampaikan kebenaran terkait pengelolaan keuangan dana desa. 

Penerapan nilai-nilai islam tersebut akan membangkitkan rasa kepercayaan 

masyarakat terhadap perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan dana desa 

sehingga pemerintah desa dapat mewujudkan good governance yaitu 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta mencapai kesejahteraan bagi 

masyarakatnya terkhusus di Desa Nepo. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu 

 

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, 

Tropologi Islam  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era reformasi di Indonesia, menghadirkan titik dalam kehidupan politik 

nasional maupun daerah dan membawa gebrakan baru dalam ktivitas birokrasi di 

Indonesia. Salah satu agenda reformasi adalah adanya desentralisasi keuangan dan 

otonom daerah dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan 

antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Rahayu, 2010; Adiwirya and 

Sudana, 2015). Perubahan system politik, social dan kemasyarakatan serta 

ekonomi yang dibawah oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang 

beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik (good government 

governance) (Coryanata, 2012). 

Dana desa adalah dana yang berasal dari anggran pendapatan dan belanja 

negara yang diperuntukkan bagi daerah pedesaaan, dan ditransfer melalui 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk mendanai 

peneyelanggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan 

massyarakat, dan pemberdayaan. Dana desa memegang peran penting dalamm 

meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaaan. Pemanfaatan dan distribusi 

dan efektif dan efesien (Haw Widjaja, 2003).  

Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu elemen penting untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik, adanya pengelelolaan anggaran yang baik 

sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat 
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kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak (Sayuti, Majid, dan 

Juardi: 2018). Sementara itu, esensi dari akuntabilitas adalah transparansi. Bentuk 

transparansi yang sangat berisiko dan menimbulkan masalah jika tidak dipublikasi 

adalah transparansi tentang anggaran. Sebagai pemangku kepentingan pemerintah, 

masyarakat berhak mengawasi kinerja pertanggungjawaban instansi pemerintah 

kepada pemerintah. Melalui evaluasi menyeluruh, para pemangku kepentingan 

akan dapat memotivasi pemerintah untuk melakukan perbaikan (Afriyanti dkk., 

2015). Adanya kebutuhhan anggaran oleh pemerintah agar keseluruhan strategi 

dapat dituangkan ke dalam rencana jangka pendek maupun rencana jangka 

Panjang (Anwar dkk., 2012).  

Sari (2015) desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan 

perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pola tersebut 

adalah adanya perubahan wewenang dan tanggungjawab pemerintah ditingkat 

pusat maupun daerah. Akan tetapi, masih ada kewenangan yang tidak dapat 

didesentralisasikan dalam otonomi daerah, yaitu urusan politik luar negeri, 

pertahanan, keamanan, moneter, dan fiscal, hukum, serta agama (Sintomer dkk., 

2008).  

Desentralisasi pengelolaan pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat 

akan transparansi dan akuntabilitas juga memaksa pemerintah baik pusat maupun 

daerah untuk menciptakan system pengelolaan keuangan yang lebih transparan 

dan akuntabel (Pangumbalerang dan Pinatik, 2014). System ini diharapkan dapat 

mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-
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undangan, efesien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memerhatikan keadilan, kepatuhan, dan bermanfaat bagi masyarakat.  

Kegiatan pembangun desa diperlukan biaya yang  tidak sedikit. Di setiap 

desa di Indonesia di berikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya dengan 

jumlah tertentu untuk pembangunan desa tersebut (Supheni, 2016). Alokasi dana 

oleh pemerintah kabupaten untuk desa bersumber dari hasil penerimaan pajak 

daerah, bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi 

daerah, dan bagian dana pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah 

yang diterima pemerintah kabupaten kecuali Alokasi Dana Khusus.  

Juliana (2017); Lin dan Tan (1998) pemerintah adalah lembaga yang 

memberikan dana yang cukup besar serta sangat dekat dengan masyarakat untuk 

meningkatkan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, kemudian dana 

tersebut akan dicatat dan dikelola oleh Anggraran Pendaapatan dan Belaanja 

Desa. Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai 

informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi 

pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi 

oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan dating sehingga 

penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Graham dan Harvey (2002) penganggaran dilakukan dengan 

memperhitungkan nilai sekarang. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk 

kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas 
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yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya 

public (Hanifah, 2015). 

Transparansi berarti informasi tersedia secara bebas dan langsung diakses 

oleh mereka yang akan terpengaruh oleh keputusan dan informasiyang tersedia 

mudah dimengerti (Kim dkk., 2005; Sedmihradska and Haas, 2012). Berbeda 

dengan Bastida dan Benito (2007) transparansi berarti (keterbukaan niat 

kebijakan, perumusan, dan pelaksanaan) dalam pelaksanaan pemerintahan.  

Rios dkk. (2014) pemerintah memiliki kewajiban kepada warga Negara 

tentang transparansi penanganan dana. Transparansi pemerintah sangat diperlukan 

dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga tidak menimbulkan 

persepsi yang simpangsiur terhadap pemerintah tersebut (Piotrowski and Ryzin, 

2007). Kecenderungan keterbukaan yang lebih besar dalam proses penganggaran 

public telah dihasilkan dari pertemuan beberapa factor. Salah satunya yaitu 

tekanan dari atas yang mencerminkan minat dalam transparansi oleh lembaga 

keuangan internasional. (Carlitz, 2013).  

Transparansi dan akuntabilitas telah mengambil demokratisasi, tata 

pemerintahan bantuan dan lingkaran pembangunan oleh badan sejak pergantian 

abad (Gaventa and McGee, 2013). Akuntabiilitas adalah kemauan untuk 

memberikan suatu penjelasan serta pertimbangan atau alasan kepeda pihak yang 

berkepentingan. Lain hal dengan transparansi yaitu adanya pertanggungjawaban 

informasi yang sesuai dengan laporan yang transparan kepada pihak luar ataupun 

organisasi mandiri (legiislator, auditor, dan public) dan publikasikan (Adiwirya 

dan Sudana, 2015). Karena pada hakikatnya unsur transparansi dan akuntabilitas 
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akan menjadi suatu kebutuhan dalam bidang keuangan yang dikelola 

pemerintahan (Hudayah, 2012). 

Pemerintahan yang baik akan memperhatikan prinsip akuntabilitas 

dilakukan pada tingkatan pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi daerah. 

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan kemampuan pemerintahan 

desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam 

kaitannya dengan masalah pembangunandan pemerintahan desa (Sari, 2015). 

Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat 

dalam APBDes dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya. 

Akuntabilitas public dibutuhkan untuk meminimalkan serta mengantsipasi adanya 

pemerintahan yang membelok dimana yang bertanggung jawab dalam laporan 

keuangan desa adalah kepala desa. Akuntabilitas dari Anggaran Pendpatan dan 

Belanja Desa dibutuhkan guna untuk pertanggungjawaban dana yang dialokasikan 

oleh pemerintah daerah (Kurniawan dkk., 2014). 

Pengelolaan Dana Desa menjadi momok bagi sebagian perangkat desa 

dalam hal pengelolaannya. Selain itu, terdapat juga beberapa persoalan dalam 

pengelolaan dana desa. Persoalan tersebut antara lain sulitnya desa mengetahui 

kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa. Dana desa adalah dana yang 

dikeluarkan oleh APBD (Anggaran Pedapatan dan Belanja Desa) yang dikirim 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang 

kegunaannya untuk pembiayaan penyelanggaraan pembangunan pemerintahan 

serta, pemberdayaan masyarakatnya dan kemasyarakatan (Sari, 2015). Fakus 

penting dari penyaluran dan implementasi pengalokasian Dana Desa agar bias 
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sesempurna gagasan para inisiatornya. Scenario awal Dana Desa ini deberikan 

dengan mengganti program pemerintah yang dulu disebut PNPM, namun dengan 

diberlakukannya Dana Desa ini dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing 

untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang 

sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.  

Sebagai penyelenggara pemerintah desa tidak hanya mengelola, tetapi 

sumber desa dari APBN. Selain mengelola dana transfer pemerintah (pusat), 

pemerintah desa juga mengelola alokasi dana desa (ADD), bagi hassil pajak dan 

kompensasi daerah, bantuan keuangan provinsi, dan pendapatan asli desa 

(PADesa). Pengawasan keuangan seluruh desa akan dicatat dalam bentuk APBD. 

Manajemen mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Artinya, 

pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan dsea. Bahkan 

sebagai kewenganan pengguna anggaran dan kekuasaan pengguna anggaran 

terletak pada kepala desa. 

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014, pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa. Batasan ini sangat jelas, dan poin pertama yang perlu kita pahami 

bersama adalah perencanaan. Perencanaan telah menjadi symbol dan syarat dasar 

pengelolaan keuangan tingkat dsea. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara, 

pemerintah wajib menyediakan sebuah dokumen perencanaan sebelum mengelola 

keuangan desa. 
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Coryana (2012) untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi 

diperlukan internal control dan eksternal control yang baik serta dapat 

dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari dewan 

menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. 

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruh oleh factor internal 

dan factor eksternal. Factor internal adalah factor yang dimiliki oleh dewan salah 

satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan nfaktor eksternal adalah 

pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan 

diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan 

public.  

   Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar 

untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah 

menganggarkan sebesar Rp.60 triliun, realisasi Dana Desa yang telah dikucurkan 

mencapai Rp.59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat 

menjadi sebesar Rp.70 triliun, dengan realisasi Dana Desa yang telah dikucurkan 

hingga agustus 2019 mencapai Rp.42,2 triliun atau 60,29% dan di tahun 2020 

kembali meningkat menjadi Rp.72 triliun. Dana Desa tersebut di transfer ke 434 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah Desa mencapai 

74 ribu desa. Itupun belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke Desa 

baik berupa Alokasi Dana Desa, bantuan Keuangan, Dan bagi hasil ataupun 

bantuan lainnya (hibah) untuk Pembangunan Perdesaan. Apabila dilihat dari rata-

rata Dana Desa yang diterima per Desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan 

trend peningkatan. Tahun 2018 setiap Desa mendapatkan alokasi Dana Desa 
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sebesar Rp.800,4 Juta, tahun 2019 sebesar Rp.933,9 Juta, dan tahun 2020 sebesar 

Rp.960,6 Juta. Dana desa yang dialokasikan tahun 2020 sebesar Rp.72 triliun 

diperuntukkan bagi 74.953 desa dan akan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN). Hingga 29 Januari 2020 KPPN telah 

menyalurkan Dana Desa sebesar Rp.97.735.184.900,00. 

(https://www.kemenkeu.go.id).  

Dalam kontes pengawasan Dana Desa, agar pengelolaan Dana Desa 

semakin akuntabel, diperlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan semua 

pihak. Pengawasan oleh masyarakat Desa akan sangat efektif apabila dalam 

Pengelolaan Dana Desa terutama dalam pelaksanaan kegiatan, selalu melibatkan 

masyarakat Desa secara langsung. Bentuk penyadaran masyarakat (sosialisasi) 

tentang perlunya kepedulian masyarakat Desa dalam membangun transparansi, 

akuntabilitas, dan pengawasan, perlu ditungkatkan terutama oleh instansi yang 

mempunyai kewenangan pembinaan keuangan Desa. Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD), keterlibatannya lebih luas lagi karena berdasarkan kewenangannya, 

BPD melakukan pengawasan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai 

dengan pertanggungjawaban. BPD merupakan lembaga membahas dan 

menyepakati rancangan peraturan Desa tentang APBDes bersama Kepala Desa. 

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan mengevaluasi 

Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

Pengawasan yang sifatnya refresif, dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah (APIP) baik Inspektorat maupun Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan Komisi 

https://www.kemenkeu.go.id/
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Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan Pengelolaan 

dana Desa, dimana untuk tingkat Pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan 

sinergi dengan semua pihak. Dalam hal audit Dana Desa oleh BPKP, didasarkan 

pada permintaan Aparat Penegak Hukum (Polisi/Jaksa) bagi kasus yang 

dilanjutkan sampai pada proses litigasi. Untuk itu agar mekanisme pengawasan 

tersebut semakin efektif maka sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar 

ketentuan Pengelolaan Dana Desa perlu ditekankan, agar menimbulkan efek jera 

bagi pelaku. 

Mendorong makin meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan 

pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa, perlu keterlibatan seluruh 

stakeholder dengan Perannya masing-masing. Bagi masyarakat Desa, kepedulian 

untuk selalu mengawasi program pembangunan dan melaporkan kepada institusi 

pengawasan apabila terjadi penyimpangan terjadi di Desanya wajib diapresiasi. 

BPD selaku lembaga pengawas Kinerja Kepala Desa, selalu memonitor jalannya 

pemerintahan Desa, apakah telah dijalankan sebagaimana kesepakatan yang 

tertuang dalam peraturan Desa tentang APBDes. Tenaga pendamping Profesional 

(TPP) Desa yang bertugas mengawal penyaluran Dana Desa harus selalu bekerja 

optimal dalam memberikan pendamping. 

Sekarang ini banyak fenomena yang terjadi mengenai pengelolaan dana 

desa, dimana banyak aparat desa yang melakukan tindakan yang melanggar 

hukum seperti korupsi terhadap anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Berdasarkan data Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 

Makassar dari tahun 2018 pada sector Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat 26 
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perkara, dan tahun 2019 sektor dana desa terdapat 27 perkara dengan total 53 

perkara yang teregister di kepaniteraan pengadilan setempat. Sebanyak 53 perkara 

tersebut, melibatkan 52 orang terdakwa sebagai actor korupsi dari aparat desa. 

Pada tahun 2018 terdapat 21 orang Kepala Desa yang menjadi terdakwa korupsi, 

sedangkan sisanya enam dari perangkat Desa. Ada tiga cara yang dilakukan oleh 

para pelaku korupsi yakni: modus, pola, dan penyebab korupsi Dana Desa 

tersebut. Pertama, modus mark up anggaran, misalnya membuat laporan fiktif 

atau realisasi tidak sesuai fakta termasuk proyek dan pengadaan fiktif, 

penggunaan tidak sesuai peruntukan, dan untuk kepentingan pribadi. Situs resmi 

BPKP 2020. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi perlu adanya peran nilai agama dalam 

meminimalisir tindakan menyimpang pada pengelolaan anggaran di instansi 

pemerintah. Implementasi nilai Shiddiq, Amanah, dan Tabligh sangat penting 

dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah. Kejujura 

(Shiddiq) itu ada pada ucapan serta tindakan atau perilaku, sebagaimana seseorang 

melakukan suatu perbuatan, tentu harus sesuai pada yang ada batinnya (Markas, 

2014). Jujur ini merupkan induk dari sifat-sifat terpuji, jujur juga disebut 

memberikan sesuatu yang benar atau sesuai dengan kenyataan.  

Amanah artinya dapat dipercaya sehingga ketika seseorang menanamkan 

sifat amanah dalam dirinya maka kecil kemungkinan mereka melakukan tindakan 

kecurangan dalam mengelola anggaran sehingga hasil pertanggungjawaban 

mereka dapat diakui kebenarannya. Sama halnya dengan sifat tabligh atau 

menyampaikan, mereka yang diberi kepercayaan dalam mengelola anggaran tentu 
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akan menyampaikan berdasarkan realitas yang ada sehingga  informasi yang 

mereka sampaikan ini benar-benar dapat dipercaya dan tidak ada keraguan 

didalamnya. Islam yang memperlajari, memahami, mendalami, menghayati, dan 

mengamalkan ajaran agama islam dengan menekankan pentingnya moral 

keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Baidhowi dan Zaki, 2014). 

Mursal dan Suhadi (2015) mengemukakan bahwa islam adalah ajaran suci, 

yang lengkap (unified) dan komprehensif (mencakup semua aspek kehidupan). 

Oleh karena itu, islam harus dilihat dan diterjemahkan secara komprehensif dalam 

kehidupan sehari-hari. Semua pekerjaan atau kegiatan dalam islam, termassuk 

kegiatan ekonomi, harus dijaga dalam kerangka aqidah dan syari’at (hukum 

agama). Islam tidak mengizinkan seseorang bekerja sesuka hatinya untuk 

mencapai tujuan dan cita-citanya dengan menghalalkan segala cara, seperti 

penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, suap, dan batil lainnya. Namun dalam 

islam, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh , apa yang benar, apa yang salah, 

apa yang legal, dan apa yang illegal (Amalia, 2013). 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam surah At-Taubat ayat 105 

dijelaskan bahwa: 

ونَ إلََِٰ عَلٰمِِ ٱلۡغَيۡبِ  دُّ ۥ وَٱلمُۡؤۡمِنُونََۖ وسََتَُُ ُ عَمَلَكُمۡ وَرسَُولُُُ ى ٱللَّه وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَََ
هَدَٰةِ فَيُنبَ ئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ    وَٱلشه

Terjemahan: 

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 
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Seperti yang dijelaskan dalam Qur’an surah At- Taubat bahwa orang-

orang harus mengerjakan pekerjaan dengan nyata sebagaimana mestinya dan 

sesuai ajarannya, karena allah akan mengetahui yang nyata dan gaib. 

Prinsip-prinsip yang memiliki sejarah ratusan tahun dan harus menjadi 

dasar pemerintahan demokrasi modern, yaitu bagaimana manajemen 

pemerintahan mengutamakan prinsip, partisipasi, transparansi dan akunabilitas, 

serta membuka ruang partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan konvensi 

oleh Allah Swt dalam Qur’an agama islam yang ditenntukan tetap jujur dan 

bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan. Prinsip-prinsip islam akan menjadi 

dasar dari jalan pemerintahan yang baik yang memajukan kemajuan negara, 

terutama sector public. 

Merujuk pada isi yang dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti dengan 

judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasar Tripilogi Islam” (Studi pada Kantor Desa Nepo, Kec. Mallusetasi 

Kab. Barru). 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian pengelolaan keuangan desa di Desa Nepo Kecamatan 

Mallusetasi Kabupaten Barru ini di fokuskan pada Transparansi dan Akuntabilitas 

pengelolaan Dana desa yang di dasarkan pada Tripologi Islam. Penerapan prinsip 

akuntabilitas pengelolaan dana desa ini dimulai dari tahap perencanaaa, 

pengelolaan, dan kemudian dipertanggungjawabkan sebagai bentuk transparansi 

desa kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Dengan diterapkannya 

konsep tripologi islam yaitu shidiq, amanah dan tabligh diharapkan dapat 
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meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dana desa terkhusus di 

Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan sifat Shiddiq dalam Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa di Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru? 

2. Bagaimana penerapan sifat Amanah dalam Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa di Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru? 

3. Bagaimana penerapan sifat Tabligh dalam Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa di Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Lexy J Moleong (2007) mengungkapkan bahwa tujuan dari focus 

penelitian adalah membatasi penelitian secara efektif untuk  menyaring informasi. 

Focus penelitian juga merupakan keterbatasan ruang pengembangan penelitian, 

sehingga penelitian yang dilakukan tidak akan sia-sia karena tidak adanya 

kejelasan dalam pengembangan pembahasan. Jadi demikian focus dalam 

penelitian ini yaitu Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan pada Tripologi Islam Khususnya pada kantor Desa Nepo Kec. 

Mallusetasi Kab. Barru. Penelitian pengelolaan keuangan desa di Desa Nepo 

Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ini di fokuskan pada Transparansi dan 

Akuntabilitas pengelolaan Dana desa yang di dasarkan pada Tripologi Islam. 

Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa ini dimulai dari tahap 

perencanaan, pengelolaan, dan kemudian dipertanggungjawabkan sebagai bentuk 
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transparansi desa kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Dengan 

diterapkannya konsep tripologi islam yaitu shidiq, amanah dan tabligh diharapkan 

dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dana desa terkhusus 

di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. 

D. Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah penelitian terdahulu, yaitu: 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul  

Penelitian 
Metode Penelitian Hasil 

1. 

Rika 

Ardiya

nti, 

2019 

Pengaruh 

Trasnparansi, 

Akuntabilitas

, Partisipasi 

Masyarakat 

dalam 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Terhadap 

Pemberdayaa

n Masyarakat 

pada Desa 

Woro 

Kecematan 

Kragan 

Kabupaten 

Remabang 

Metode Purposive 

Sampaling adalah 

salah satu teknik 

Sampling non random 

sampling dimana 

peneliti menentukan 

pengambilan sampel 

dengan cara 

menetapkan ciri-ciri 

khusus yang sesuai 

dengan tujuan 

penelitian sehingga 

diharapkan dapat 

menjawab 

permasalahan 

penelitian. 

Hasil data dalam 

penelitian ini adalah 

menunjukkan bahwa 

transparansi, 

akuntabiilitas serta 

partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan dana 

desa sangat berpengaruh 

secara positif bahkan 

signifikan terhadap 

pemberdayaan 

masayarakat Desa Wono 

Kecaamatan Kragon 

Kabupateen Rembang 

2. 

Ambar 

Veronic

ha, 

2020 

Transparasi 

Dana Desa 

Perspektif 

Hukum Islam 

(Studi pada 

Desa 

Ulangan Jaya 

Kecamatan 

Negeri 

Katoon 

Kabupatenn 

Pesarawan) 

Metode (Field 

Research) yang 

digunakan dalam 

penelitian ini artinya 

suatu penelitian yang 

dilakukan secara 

sistematis, secara 

teratur, dan bahkan 

mendalam dengan 

mengangkat data atau 

fakta-fakta yang ada 

serta tersedia di 

lapangan khususnya di 

Berdasarkan dari hasil 

penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa 

didalam pengelolaan 

dana desa di Desa Negeri 

Ulangan Jaya Kecamatan 

Negeri Katon Kabupaten 

Pesarawan sudah 

menecerminkan prinsip 

dari transparansi, hal ini 

karena pembuktian 

dengan adanya laporan 

yang ada dibalai desa 
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Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Desa karena 

pertanggungjawabannya 

secara tepat waktu, 

adanya sarana yang 

tersedia serta usulan dari 

rakyat dan terdapat sytem 

pemberian informasi 

dalam public. 

3. 

Icha 

Shintia 

Dewi, 

2019 

Analisis 

pengelolaan 

Dana 

Terhadap 

kepuasan 

masyarakat 

dalam 

perspektif 

ekonomi 

islam(Studi 

Pada desa 

natar,kecama

tan 

natar,kabupat

en lampung 

selatan tahun 

2015-2018) 

Penelitian ini yaitu 

penelitian lapangan 

yang sifatnya 

deskriptif kualitatif, 

adapun sumber data 

dari penelitian ini 

adalah data primer 

serta data sekunder. 

Teknik dalam 

penelitian ini untuk 

mengumpulkan data 

adalah observasi, 

kuesioner, wawancara 

serta adanya 

dokumentasi. Dalam 

penelitian ini langkah 

untuk menganalisis 

data yaitu dengan 

mengeloksi data, 

merangkum data, serta 

menyajikan data dan 

menarik kesimpulan. 

Hasil analisis dari 

penelitian ini adalah 

pengelolaan dana desa 

terhapa kepuasan 

masyarakat sudah 

berjalan dengan cukup 

efektif dengan 

terealisasinya 

pembangunan serta 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

tercapainya visi dan misi 

desa dan adanya 

keinginan masyarakat 

yang terwujud. Menurut 

islam pengelolaan dana 

terhadap kepuasan 

masyarakat sudah 

bersifta taulan sesuai 

dengan sifat nabi yaitu 

Siddiq (jujur), fathanah 

(cerdas), amanah 

(terpercaya), dan tabliqh 

(transparan). Dan juga 

sudah berdasarkan 

dengan prinsip ekonomi 

islam yaitu prinsip 

maslahah dan falah 

(kesejahteraan). Dengan 

menjadikan masyarakat 

makmur dan sejahtera 

sudah sejalan dengan 

prinsip ekonomi islam 

yaitu maslahah dan falah. 

4.  
Lina N. 

N & 

Akuntabilitas 

pengelolaan 

Penggunaan metode 

dalam penelitian ini 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 
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Nur 

Anisa, 

2017 

keuangan 

desa di 

kabupaten 

jombang  

adalah metode 

penelitian deskriptif 

kualitaif yaitu suatu 

prosedur penelitian 

yang menggunakan 

data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang dan 

pelaku yang dapat 

diamati. Rancangan 

penelitian dengan 

menggunakan 

pendekatan penelitian 

deskriptif kualitatif ini 

diharapkan dapat 

menganalisis dan 

mengkaji segala 

temuan yang ada pada 

saat penelitian 

dilaksanakan.  

dengan berdasarkan 

peraturan bupati nomor 

33 tahun 2015 tentang 

pengelolaan keuangan 

desa secara garis besar 

pengelolaan keuangan 

desa sudah 

mencapaiakuntanbilitas 

serta pendamping desa 

masih diperlukan dari 

pemerintah desa itu 

sendiri yang secara 

intensif mewujudkan 

akuntabiilitas 

pengelolaan keuangan 

desa. 

5. 

Hillalli

atun 

Febrya

ni, 

2016 

Analisis 

transparasi 

dan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan 

desa pada 

prinsip 

habluminalla

h, 

habluminann

as dan 

hablimminal”

alam dalam 

pencapaian 

yang good 

governance 

(studi kasus 

di desa 

mamben 

daya 

kecamatan 

wanasaha 

Lombok 

timur) 

Penelitian imi 

dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif, 

dimana peneliti 

melakukan penelitan 

terhadap kajian 

pustaka dan observasi 

langsung lapangan. 

Metode penelitian 

kualitatif adalah 

metode yang 

digunakan untuk 

meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah 

(sebagai lawannya 

adalah eksperimen). 

 

Hasil dari penelitian ini 

yaitu menunjukkan 

adanya transparnsi serta 

akuntabiliatas dari 

pengelolaan keuangan 

desa di desa mamamben 

daya sudah terbilang 

bagus sesuai dengan 

prisnsip good 

governance. Terapan 

shiddiq dari dimensi 

akuntabilitas ini yaitu 

kejujuran dan 

kebijaksanaan dalam 

kepemimpian. Nilai 

budaya dari integrasi 

keislaman dapat 

meningkatkan 

transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan 

keuangan karena 

sebagiaman dari 

akuntabilitas itu sendiri 

berkaitan dengan 

kejujuran serta 

tanggungjawab. Serta 
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adanya nilai budaya dari 

shiddiq dan tabligh 

dalam 

mempertanggungjawabk

an suatu perbuatan.  

 

E. Kebaruan Penelitian (Novelty) 

Novelty adadlah temuan sebuah kebaruan dari seuatu penelitian yang akan 

diteliti. Penelitan akan dikatakan baik ketika peneliti menumukan suatu unsur 

penemuan baru sehingga akan memiliki kontribusi bagi dunia keilmuan serta 

kehidupan. Sukardi (2010), ada tiga tipe kebaharuan yaitu tipe invention, 

improvement, dan refutation. Tipe invensi (invention), artinya peneliti harus 

menemukan hal baru yang akan diteliti dari suatu penelitian yang sebelumnya 

belum pernah ada. Dalam artian dapat merubah prinsip dasar yang sudah ada 

sebelumnya. Tipe perbaikan (improvement), tidak berbeda jauh dengan tipe  

invention. Hanya saja yang sifatnya mengalami peningkatan dari penemuan atau 

dari prisnip sebelumnya ataupun bersifat perbaikan dari teori/praktek yang sudah 

ada sebelumnya. Sedangkan refutation atau sanggahan, seseorang tersebut harus 

memiliki wawasan yang komprehensif sebagai landasan untuk menghasilkan 

sebuah prinsip dasar baru dari unsur kebaharuan penelitian. 

Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan 

persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sama-sama 

meneliti Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan hal 

yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis 

yaitu belum ada yang meneliti dari aspek Tripologi Islam yang sesuai dengan 

prinsip islam. Islam sendiri memahami, mengahayati, mendalami, memahami, 
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serta mengamalkan ajaran syariat atau ajaran agama islam menekankan seberapa 

pentingnya moral keagamaan yang akan menjadi pedoman dari perilaku kita 

sehari-hari. Karena prinsip ini sudah ada dari ratusan tahun yang lalu yang 

menjadi nenek moyang atau tolak ukur dalam menjalankan pemerintahan Negara 

yang demokrasi modern.  

Tripologi islam yang dibahas di atas yaitu Shiddiq (jujur), Amanah (dapat 

dipercaya), dan Tabligh (menyampaikan). Penyusunan laporan keuangan 

dibutuhkan kejujuran, sehingga para aparatur desa dapat dipercaya dan ketika 

mereka menyapaikan laporan keuangan dapat mempertanggungjawabkan. Dari 

laporan keuangan desa tidak hanya transparan serta akuntabel namun 

diperlukannya dari segi keagamaan yaitu kejujuran, dapat dipercaya, dan dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

F. Tujuan Penelitan  

Berdasrakan dengan latar belakang serta dari rumusan masalah di atas, 

maka tujuan dari penelitian yang akan diteliti adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan sifat Shiddiq dalam Transparansi dan 

Akuntabilitass Pengelolaan Dana Desa di Desa Nepo Kec. 

Mallusetasi Kab. Barru. 

2. Untuk mengetahui penerapan sifat Amanah dalam Transparansi 

dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Nepo Kec. 

Mallusetasi Kab. Barru. 
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3. Untuk mengetahui penerapan sifat Tabligh dalam Transparansi dan 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Nepo Kec. 

Mallusetasi Kab. Barru. 

G. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi serta bahan 

informasi bagi sebagian orang. Serta sebagai bahan evaluasi dalam 

menjalankan pengelolaan dana desa untuk seperangkat desa serta 

dalam rangka penggunaan anggaran dapat di evaluasi sehingga 

digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa. Penelitian ini juga 

dapat berguna bagi beberapa peneliti yang akan meneliti tentang 

anggaran dana desa. 

b. Secara Praktis 

1. Untuk penulis sendiri penelitian ini sangat memebrikan manfaat 

karena menjadi sarana pembelajaran dalam memperluas ilmu 

pengetahun. Karena dalam mengejara ilmu itu tidak hanya di dapat 

dari buku saja namun pengelaman dapat menjadi peran penting 

dlaam mendapatkan ilmu itu sendiri. Penelitian ini juga termasuk 

dalam syarat untuk menyelesaikan pendidikan bagi penulis untuk 

mendapatkan gelas strata 1.  

2. Bagi Aparatur: dari penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan masa yang akan datang sebagai harapan memebrikan 
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informasi yang ada dalam lingkup penelitian ini dapat 

meningkatkan keahlian sumber daya manusia, khususnya bagi 

perangkat desa yang mengelola dana desa dalam realisasi dana 

desa tersebut. 

3. Bagi Mahasiswa/i: bagi mahasiswa sangat bermanfaat khususnya 

mahasisa akuntansi dan peneliti selanjutnya sebagai bahan 

referensi penelitian mereka, khususnya untuk bidan akuntansi yang 

berfokus dalam pengelolaan dana desa, dan sebagai bahan 

perbandingan untuk menambah ilmu pengetahuan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Syariah Enterprise Theory 

Syariah enterprise theory merupakan respon atas theory dan entity theory 

yang diterapkan oleh bisnis konversional, menurut kedua teori tersebut orientasi 

entitasnya hanya berfokus pada laba saja. Adanya enterprise theory mewakili 

kepentingan seluruh stakeholder. Triyuwono (2000) mengembangkan syariah 

enterprise theory yang didasarkan pada metafora zakat yang mewakili 

karakteristik keseimbangan (Hermawan dan Rini, 2016). Syariah enterprise 

theory (SET) merupakan teori yang dicetuskan oleh Triyuwono untuk 

mengembangkan akuntansi syariah dimana merujuk pada akuntabilitas yang lebih 

luas, dengan mengaitkan akuntabilitas tertinggi adalah Tuhan; Manusia; dan 

Alam.  

Menempatkan Allah sebagai stakeholder yang tertinggi, maka tali 

penghubung agar akuntansi syariah tertap bertujuan pada “membangkitkan 

kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan 

Allah sebagi stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis 

bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah dengan sunnatullah ini, 

akuntansi syariah dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum 

Allah (Syamsiah dkk, 2013). Kelompok stakeholder kedua dari SET adalah 

manusia (Hermawan dan Rini, 2016). Dalam hal ini dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu direct-stakeholder dan indirect-stakeholder. Direct-stakeholder 

adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada 
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perusahaan, baik dalam bnetuk kontribusi keuangan maupun non keuangan yakni 

donator dan karyawan.  

Golongan stakeholder terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak 

yang memberikan kontribusi bagi hidup-matinya perusahaan sebagaiman pihak 

Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, 

menggunakan energy yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan 

bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan 

energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. 

Teori syariah enterprise adalah teori yang telah diinternalisasikan kedalam 

nilai-nilai agama guna untuk menjadikannnya teori yang transcendental serta lebih 

humanis. Mautia (2010) telah mengkaji dan membahas tentang enterprise teori 

yang merupakan teori yang telah mengaku adanya sifat pertanggungjawban tidak 

hanya kepada pemilik perusahaan itu sendiri namun juga kepada pihak 

stakeholder yang lebih luas lagi. Sedangkan dari Triyuwono (2003) enterprise 

teori yaitu mampu meberikan wadah kepada masyarakat yang majemuk 

(stakeholder). Karena proprietary theory serta entity theory tidak mampu 

melakukannya. Karena dari konsep enterprise theory tidak hanya dari satu tangan 

kekuasaan ekonomi melainkan dari banyak tangan ekonomi itu sendiri. 

B. Stewardship Theory 

Teori Stewardship dibangun di atas asumsi filosofi mengenai sifat 

manusia, yaitu bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu 

bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran 

terhadap pihak lain. Menurut Raharjo (2007) theory stewardship merupakan teori 
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yang mana gambaran yaitu dari tingkah laku dari para pelakunya. Stewardship 

theory merupakan teori yang penggambarannya menunjukkan situasi dimana para 

manejer tidaklah termotivasi oleh bebrapa tujuan individu namun lebih kepada 

sasaran hasil utama dari para manejer untuk kepentingan perusahaan. Sehingga 

stewardship theory mempuyai dasar dari sosiologi serta dari psikologi itu sendiri 

karena pada dasarnya teori ini dirancang untuk para eksekutif yang berlaku 

sebagai steward untuk bertindak sesuai keingan sendiri, perilaku steward juga 

tidak akan meninggalakan suatu organisasinya sendiri karerna mereka berusaha 

untuk mencapai sasaran masing-masing organisasinya. 

Implikasi teori Stewardship dalam penelitian ini yaitu stewards dalam hal 

ini adalah para pengelola anggaran diharapkan akan bekerja sebaik-baiknya untuk 

kepentingan principal yaitu masyarakat. Teori ini didesain bagi para peneliti 

untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam sebagai pelayan dapat 

termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya (Donaldson 

dan Davis, 1991).  

Stewardship theory lebih berfokus pada hasil yang ingin dicapai tanpa 

usaha untuk lebih mementingkan dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan 

organisasi atau publik. Disini principle sebagai pemberi tanggungjawab juga 

memiliki peran memonitori steward dalam menjalankan tugasnya sebagai 

penerima wewenang. Steward atau pihak pemerintah juga harus memaksimalkan 

tanggungjawab yang diberikan masyarakat agar kinerja dan penerapannya dapat 

berjalan dengan baik dan optimal demi terciptanya tata kelola pemerintahan (good 
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governance) yang lebih. Teori Stewardship mengamsusikan bahwa hubungan 

antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik (Raharjo, 2007). 

C. Transparansi 

Jubaedah, dkk (2008) mengemukakan bahwa rasnparansi yaitu berasal dari 

kata Transpanrancy yang mana prinisp ini membuka diri kepada masyarakat 

untuk mendapatkan akses informasi yang benar serta jujur dan tidak diskriminatif 

tentang penyelenggaraan organisasi dengan cara memeperhatikan perlindungan 

yang secara pribadi, golongan, serta secara rahasia. Transparansi merupakan 

keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang material dan relevan 

serta mudah diakses dan dipahami serta kewajiban pemerintah untuk memberikan 

pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang dilakukan kepada pihak yang 

berwenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Hasniati, 2016).  

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mampu 

terpenuhi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini keikutsertaan 

masyarakat dalam kegiatan perencanaan hingga pengawasan pengelolaan 

keuangan (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).  Esensi dari akuntabilitas adalah 

transparansi. Bentuk transparansi yang sangat beresiko dan menimbulkan masalah 

jika tidak dipublikasi adalah transparansi tentang anggaran.  

Transparansi dan Akuntabilitas dari pengelolaan keuangan desa akan 

mampu dipenuhi dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal 

kaikutsertaan masyarakat itu sendiri dalam setiap kegiatan perencanaan hingga 

pada tahap pengawasan pengelolaan keuangan itu sendiri (Arifiyanto dan 

Kurrohman, 2014). 
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D. Akuntabiilitas  

Sulfiati (2010) akuntabilitas adalah suatu keadaan di amana seseorang 

dinilai oleh orang lain atas suatu kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan untuk mencapai tujuan yaitu suatu tanggungjawab. Menurut 

Sudan. M (2014) suatu kebijakan pengelolaan keuangan dari daerah berdasarkan 

tingkat komprenhensif dan disiplin keuangan, fleksibilitas, kejujuran, 

transparansi, dan akuntabilitas, digunakan untuk merumuskan monthly statement 

(MC), surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS), penerbitan permintaan 

pembayaran biaya operasional (SPP-GU), serta surat perintah pembayaran 

(SPMU) agar berjalan dengan baik.  

Kewajiban untuk memberrikan perrtanggungjawaban kepada semua pihak 

yang memiliki hak atau yang memerlukan pertangunggjawaban serta menjelaskan 

kinerja dan perilaku pimpinan individu atau unit organisasi. Pangumbalerang 

(2014) menyatakan bahwa reformasi sector public yang disertai dengan tuntutan 

demokrasi telah menjadi fenomena global, termasuk di Indonesia sendiri, 

sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi penting dalam pengelolaan 

pemerintahan, termasuk di bidang pengelolaan keuangan, sisem akuntabilitas 

kinerja isntansi pemerintah. Prinsip akuntabilitas ini sendiri telah banyak 

digunakan di sector public untuk mewujudkan good governance. Ruang lingkup 

akuntabilitas tidak hanya pada bidang keuangan saja, tetapi juga mencakup 

akuntabilitas keuangan, akuntabilitas hukum, akuntabilitas rencana, akuntabilitas 

proses, dan akuntabilitas hasil (Boy dan Siringoringo, 2009).  



26 
 

 
 

Hamidi (2014) menurut pedoman penyusunan laporan 

pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (AKIP) yan dirumuskan oleh 

kepala badan pemerintahan nasional, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (AKIP) harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan seterusnya. 

Pertanggungjawaban pengguna anggaran, baik anggaran dana desa, dialokasikan 

ke masing-masing daerah melakui SKPD, dan dana desa diharuskan emrata untuk 

kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri.  

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu hubungan antara pihak yang 

mengendalikan dan pihak yang mengawasi entitas dengan pihak yang memiliki 

kekuasaan formal atas pihak pengendali (Sadjiarto, 2000). Artinya tanggung 

jawab menurut syariat islam adalah suatu sarana sumebr kehidupan, dan dalam 

hukum Al-Qur’an dan As-Sunnah. Epstein dan McFarlab (2011) mendefinisikan 

hukum islam sebagai disiplin hermeneutika yang membahas dan menafsirkan 

wahyu melalui sunnah. Al-Qur’an dan Hadits dengan jelas mndefinisikan apa 

yang benar, jujur dan adil, apa yang menjadi prioritas masyarakat, apa peran dan 

tanggung jawab perusahaan, dan dalam beberapa hal, juga menguraikan standar 

akuntansi khusus untuk praktik akuntansi.  

E. Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa (Jamaluddin, 2019: 226). Soleh dan Heru (2014) Keuangan desa 

menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 

dengan uang maupun segala baik yang berupa barang yang berhubungan dengan 
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pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dilihat dari sisi sifat 

pengelolaannya dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Keuangan desa yang bersifat langsung, berupa Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes), dan 

2. Keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukanterpisah yang 

dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan 

mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, 

Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan 

desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya tata kelola dengan 

efisie, dan efektif diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat 

meningkat dengan cepat.  

Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

adalah penatausahaan hanya terdiri dari buku-buku dengan dilengkapi bukti-bukti 

transaksi. Selain itu bendahara dapat membuat laporan keuangan berupa neraca. 

Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan 

modal dana pada satu periode. (Febryani, 2016) Pengelolaan Keuangan Desa pada 

dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan 

terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis 

hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. 
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F. Prinsip Islam 

Akuntansi berdasarkan perspektif islam yaitu norma-norma positif yang 

membawa nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari 

kehendal Allah dengan cara mengikuti perintahnya baik dalam bentuk Sunnah 

Nabi maupun yang dalam al-Qur’an. Adapun tujuan dari akuntansi dan 

manajemen islam bukan hanya terkait duniawi berorientasi terhadap uang akan 

tetapi berusaha untuk mencari ganjaran intrinsic jangka panjang dari keberkahan 

Allah Swt.  Baidhowi dan Zaki (2014) dengan menekankan pentingnya moral 

keagamaan sebagai pedoman untuk perilaku sehari-hari, islam hadir untuk 

memberikan pemahaman, pembelajaran guna menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama islam.  

Prinsip beberapa tahun yang lalu seharusnya menjadi dasar pemerintahan 

Negara demokrasi yang modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan 

mengajukan asas-asas pertisipasi, transparansi dan akuntabilitas, serta sesuai 

edngan pertauran, membuka ruang partisipasi masyarakat dalam agama islam 

yang diatur oleh UUD 1945. Di dalam al-Qur’an Allah Swt. menjelaskan bahwa 

pentingnya kejujuran dan tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Prinsip 

islam akan memberikan nilai-nilai islam untuk kemajuan negara baik itu sector 

public maupun swasta.  

Kecenderungan yang paling dominan di era 21 yaitu abad spritual yang 

sering juga disebut sebagai New Age (abad baru), yang dimana pada era ini 

berbanding terbalik dengan era sebelumnya, kecenderungan dan kegandrunagan 

manusia timbul pada sesuatu yang bersifat spiritual dan agamis (Prasetio, 2017). 
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Yang terpenting dari iman seseorang adalah system akuntansi yang memiliki 

pertanggung jawaban kepada Allah Swt. dan masyarakat akuntansi juga 

bertanggung jawab terhadap sumber daya ekonomi (SDE) yang terkelola terlepas 

apakah transaksi dan sumber daya tersebut adalah badan swasta atau sekelompok 

organisasi pemerintah. Berdasarkan Q.S. al-Baqarah [2]: 284 yang berbunyi: 

وۡ تُُۡفُوهُ يُُاَسِبۡكُم بهِِ 
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
رۡضِِۗ وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِِٓ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِِ ٱلۡۡ ِ مَا فِِ ٱلسه ه ِ للَّ 

بُ مَن يشََاءُٓ   ِ َۖ فَيَغۡفِرُ لمَِن يشََاءُٓ وَيُعَذ  ُ ءٖ قَدِيرٌ  ٱللَّه ِ شََۡ
ٰ كُ  ُ عََلَ   وَٱللَّه

Terjemahan: 

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di 

bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu 

menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu 

tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang 

dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS Al-Baqarah [2]: 284). 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk 

memperlihatkan kebenaran bukan menyembunyikanya, karena Dia akan 

memberikan ganjaran dari setiap perbuatan yang telah kita lakukan. Jadi dalam 

hal ini, agar pengelolaan dana desa bisa baik, maka menjadi sangat penting untuk 

menerapkan prinsip akuntabiilitas dalam menjamin upaya pemanfaatan modal 

atau kekayaan dana desa bagi kepentingan masyarakat pada umumnya.  

G. Shiddiq (Jujur) 

 As-Shidqu dikenal sebagai makna kejujuran dalam islam yang artinya 

suatu kesesuaian dalam pembicaraan sesuai dengan kenyaataan yang diyakini oelh 

setiap pembicara. Kebalikan dari As-Shidqu adalah kebohongan atau berbohong 

(Al-Kadzibu). As-Shidqu juga merupakan kesesuaian dengan apa yang ada di hati 

rohani seseorang yang mana sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh orang 
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tersebut. Jika diantara syarat tersebut hilang maka jujur tidak dikatakan sempurna. 

As-Shidqu juga memilki keutamaan yang sangat agung, memiliki pahala yang 

banyak/besar, serta memilki kedudukan yang sangat mulia. Benar dan jujur 

merupakan bagian Ash-Shidu. Kemuliaan derajatnya, ketinggian kedudukannya, 

merupakan ciri khas dari dari takwa dan ahlul ilmi, bukti merupakan keutamaan 

dari As-Shidqu itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 35 

yang berbunyi: 

دِقيَِن  ٰ إنِه ٱلمُۡسۡلمِِيَن وَٱلمُۡسۡلمَِتِٰ وَٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ وَٱلۡقَنٰتِيَِن وَٱلۡقَنٰتَِتِٰ وَٱلصه
قَتِٰ  ِ قيَِن وَٱلمُۡتَصَد  ِ برَِتِٰ وَٱلۡخَٰشِعِيَن وَٱلۡخَٰشِعَتِٰ وَٱلمُۡتَصَد  ٰ بِِِينَ وَٱلصه ٰ دِقَتِٰ وَٱلصه ٰ وَٱلصه

ئمِِينَ  َّٰٓ َ كَثيَِٗا  وَٱلصه كرِِينَ ٱللَّه ئمَِتِٰ وَٱلۡحَفِٰظِيَن فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَفِٰظَتِٰ وَٱلهٰ َّٰٓ وَٱلصه
جۡرًا عَظِيمٗا  

َ
غۡفرَِةٗ وَأ ُ لهَُم مه عَده ٱللَّه

َ
كرَِتِٰ أ  وَٱلهٰ

Terjemahan:  

 

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan 

perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam 

ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang sidiqin (benar), laki-laki dan 

perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki 

dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, 

laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan 

perempuan yang banyak menyebut (nama) Alloh, Alloh Telah 

menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.(QS. Al-

Ahzab: 35). 

 

Maka barang siapa yang memiliki seluruh sifat yang agung ini, bahkan 

telah menjadi pakaian dan perhiasannya maka benar-benar ia telah beruntung. 

Kita berdoa kepada Allah ta’ala semoga Dia menjadikan kita termasuk dari 

mereka. 
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Allah ta’ala telah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar 

terus bersama orang-orang yang jujur (shiddiqin) dan menetapi kejujuran dalam 

setiap keadaannya. Sultan (2014) mengatakan bahwa kejujuran tidak hanya 

menyangkut moral dan etika manusianya, tetapi juga  menyangkut keberadaan 

bias penerimaan dan pengeluaran, sumber bias ini menumbulkan ketidak jujuran 

dan tidak efektif serta tidak efisiennya pengelolaan keuangan anggaran. Menurut 

kesimpulan tersebut telah dijelaskan bahwa kejujuran yaitu suatu sikap dimana 

individu ataupun seseorang maupun sekelompok kepada kelompok atau individu 

tentang sesuatu yang terlihat, didengar, dan dilakukan tanpa mengurangu atau 

menambahkan/merekayasa dari apa yang mereka alami dan perlakuan dengan cara 

bersikap positif, perbuatannya tidak melanggar aturan maupun tatanan nilai dan 

bertanggung jawab atas semua perilaku yang mereka lakukan agar dapat 

dipercaya oleh beberapa orang maupun pihak yang berkaitan (Bukhari dkk., 

2017).  

H. Amanah (dapat dipercaya) 

Amanah, menurut etimologi berasal dari kata bahasa arab ََأمَْنا َ يَأمَْنَ  أمَِن yang 

artinya tidak takut atau merasa aman. Dari sinilah asal kata amanah yang 

merupakan antonym dari kata khianat. Dikatakan aman karena seseorang akan 

merasa aman menitipkan barang atau sesuatu kepada orang yang amanah. 

Sedangkan secara terminology, amanah yaitu menjaga barang titipan orang lain 

kemudian mengembalikannya dalam bentuk semula. Meskipun begitu hakikat 

amanah itu sebenarnya jauh lebih luas. Adapun pengertian amanah berdasarkan 

terminology islam yaitu apapun yang dibebankan Allah Swt kepada manusia 
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seperti kewajiban-kewajiban agama atau dari sesame manusai seperti halnya 

titipan harta. Disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya “Islamuna”, luasnya 

ruang lingkup amanah yaitu segala sesuatu yang wajib dijaga dan ditunaikan 

kepada orang yang berhak menerimanya.  

Factor-faktor yang menyebabkan berkembangnya ataupun kekalnya 

amanah adalah konsisten dalam keimanan serta senantiasa merawatnya, 

memurnikan ibadah kepada-Nya, berinteraksi secara baik dengan individu atau 

kelompok dan senantiasa memberikan hak kepada yang seharusnya. Amanah 

artinya dapat dipercaya, maksudnya adalah setiap perkataan dan perbuatan 

seorang Rasul yaitu dapat dipercaya karena tidak mungkin bagi seorang Rasul 

untuk melakuka segala bentuk kemaksiatan. Rasul pun tidak memiliki sifat-sifat 

yang buruk seperti sombong, hasud, bohong, riya’, hasud dan yang lainnya.  

 

I. Tabligh (Menyampaikan) 

Firman Allah yang ditujukan oleh manusia, disampaikan oleh Nabi. Tidak 

ada yang disembunyikan meski itu menyinggung Nabi. “Supaya Dia mengetahui, 

bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah 

Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, 

dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.” [Al Jin 28] “Dia (Muhammad) 

bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya” 

[‘Abasa 1-2] 

Suatu riwayat dikemukakan bahwa firman Allah S.80:1 turun berkenaan 

dengan Ibnu Ummi Maktum yang buta yang datang kepada Rasulullah saw. 
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sambil berkata: “Berilah petunjuk kepadaku ya Rasulullah.” Pada waktu itu 

Rasulullah Saw. sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy, 

sehingga Rasulullah berpaling daripadanya dan tetap mengahadapi pembesar-

pembesar Quraisy. Ummi Maktum berkata: “Apakah yang saya katakan ini 

mengganggu tuan?” Rasulullah menjawab: “Tidak”. Ayat ini (S.80:1-10) turun 

sebagai teguran atas perbuatan Rasulullah Saw. (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi 

dan al-Hakim yang bersumber dari ‘Aisyah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Ya’la 

yang bersumber dari Anas.) 

Tabligh yaitu menyampaikan, setiap rasul pasti akan mneyamapaikan yang 

yang telah  diwahyukan kepadanya, seperti hal-nya apa yang disebutkan dalam 

Q.S. al-A’raf [7]: 62 tentang amanah, berikut ayat yang berkaitan dengan amanah: 

ِ مَا لَ  عۡلَمُ مِنَ ٱللَّه
َ
نصَحُ لَكُمۡ وَأ

َ
ِ وَأ بلَ غُِكُمۡ رسَِٰلَتِٰ رَبّ 

ُ
  تَعۡلمَُونَ  أ

Terjemahan: 

 

“Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku sampaikan 

nasehat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian 

ketahui.”  

 

Kebalikan dari Q.S. al-A’raf [7]: 62 yaitu menyembunyikan (kitman). 

Yang mana para rasul Allah tidak akan menyembunyikan apapun yang telah 

diwahyukan kepada mereka. Maksud dari ayat diatas yaitu Nuh mengentahui hal-

hal yang telah diketahui melalui jalan wahyu dari Allah Swt. 

J. Rerangka Pikir 

Laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja 

pemerintahan desa akan meningkat. Sedangkan kenyataan yang terjadi saat ini 

terkait dengan Laporan Keungan Desa, secara prinsip masih banyak desa yang 
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memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa, antara lain; sering terjadi 

keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke kecamatan, 

masih lemahnya perangkat desa dalam hal transparansi dan akuntabilitas, masih 

lemahnya keterampilan terkait kreativitas laporan keuangan serta regulasi dan 

pengawasan yang kurang terkait transparansi dan akuntabilitas mengenai 

anggaran yang telah ditetapkan. Penelitian pengelolaan keuangan desa di Desa 

Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ini di fokuskan pada Transparansi 

dan Akuntabilitas pengelolaan Dana desa yang di dasarkan pada Tripologi Islam. 

Penelitian ini menggunakan Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana 

desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, dan kemudian 

dipertanggungjawabkan sebagai bentuk transparansi desa kepada masyarakat dan 

pihak yang berkepentingan. Penelitian ini juga menggunakan syariah enterprise 

theory sebagai teori utama dan stewardhip theory sebagai teori pendukung karena 

dari teori utama ini menjelaskan tentang ajaran yang mana peneliti membahas 

tentang shiddiq, amanah, dan tabligh. Dari teori pendukung sendiri yang mana 

teori ini menjelaskan suatu individu atau sekelompok orang tidak akan terdorong 

untuk melakukan dengan tujuannya masing-masing namun tujuannya ditujukan 

kepada kepentingan perusahaan maupun organisasi sebagai hasil utama dari 

sasaran mereka. Kemudian dibingkai dalam konsep tripologi islam yaitu shidiq, 

amanah dan tabligh yang merupakan sifat dari Rasulullah.  Dengan begitu, 

diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dana 

desa terkhusus di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Berikut 
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adalah kerangka pikir dari penelitian pemerintahan desa Nepo yang menggunakan 

tripologi islam.  

Gambar 2.1 

Rerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu  

mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara 

mendalam (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian kualitatif akan cocok digunakan 

untuk penelitian seperti hal-hal berikut yaitu: masalah penelitian belum jelas 

(masih samar atau mungkin masih gelap), untuk memahami makna dibalik data 

yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, untuk memahami perasaan orang 

lain, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan untuk 

meneliti sejarah perkembangan (Nurul, 2016; Azmi dkk., 2018). Penelitian 

kualitatif digambarkan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Bungin, 2003:41).  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Pemerintahan Desa Nepo Kecamatan 

Mallusetasi Kabupaten Barru. Peneilitan ini juga dilakukan endgan cara teknik 

wawancara yang mana dalam teknik wawancara ini dilakukan dengan metode 

Tanya jawab.  
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B. Pendekatan Penelitian  

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan studi kasus (Case Study). Studi kasus termasuk dalam penelitian 

analisis deskriptif, yaitu penelitian yang Berfokus pada suatu kasus tertentu untuk 

diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa 

berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Menurut 

Sutedi (2009:61) perlu dilakukan analisis secara mendalam terhadap berbagai 

faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh 

kesimpulan yang akurat.  

Pendekatan ini berfokus secara intensif pada satu objek tertentu dan 

kemudian mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data dan informasi dari studi 

kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data 

dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003). Subjek 

penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.Subjek yang 

diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangan luas 

dimensinya (Danim, 2002). 

 Pada penelitian ini, peneliti menekankan studi kasus pada salah satu desa 

yaitu Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru untuk mengetahui 

akuntansi sector public dalam proses pengelolaan anggaran dana desa. Peneliti 

juga akan mendeskripsikan hasil temuannya berdasarkan data yang terkumpul 

melalui observasi dan wawancara serta dokumen arsip yang didapatkan dari objek 

penelitian. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek (self-report 

data) yang diperoleh dari wawancara dengan informan.Istilah yang digunakan 

untuk subjek penelitian adalah informan.Dipilihnya informan sebagai subjek 

penelitian ini karena dipandang mampu memberikan informasi yang sangat 

relevan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

  Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asal (tanpa melalui media perantara) melalui proses wawancara atau interview dan 

observasi langsung dengan pihak yang bersangkutan dalam hal ini yaitu para 

aparatur desa yang ada di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.  

2. Data Sekunder 

  Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yakni 

melalui media peranatae (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder ini 

berupa dokumen/laporan seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang 

relevan yang terkait dengan dengan pengelolaan dana desa yang secara transparasi 

serta akuntabel. 

  Istilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk subjek penelitian adalah 

informan. Penelitian ini memandang reperensi informan terwakili oleh kualitas 

informan yang diberikan oleh informan., bukan dilihat dari jumlah informan yang 

terlibat dalam penelitian ini. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini 
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adalah: 1) Kepala Desa Nepo; 2) Sekretaris Desa; 3) Bendahara Desa; 4) 

Masyarakat Desa Nepo. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui 

keberadaan objek, situasi dan konsisi objek penelitian. Observasi awal dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan lingkungan rumah sakit serta 

permasalahan lingkungan yang ada, sehingga peneliti mengetahui gambaran awal 

mengenai lingkungan rumah sakit. Selanjutnya peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap segala aktivitas yang berkaitan dengan objek penelitian. 

2. Wawancara 

Ahmadi (2014) menyatakan bahwa cara utama yang dilakukan oleh para 

ahli metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan dan pengetahuan 

orang-orang adalah dengan cara wawancara secara mendalam dan intensif. Dapat 

dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) 

antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya 

langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. 

Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh data 

yang konkret dan lengkap sebagai bahan analisa dalam penelitian. 
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3. Internet searching  

Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna 

melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

4. Library Research 

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan 

mempelajari literature referensi dari jurnal, majalah, makalah, dan buku-buku 

yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan kejelasan 

konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan. 

5. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan salah satu metode untuk memperoleh informasi 

yakni dengan cara membaca serta mempelajari setiap literature-literatur yang 

berkaitan dengan objek yang diteliti oleh peneliti itu sendiri. Yang mana cara 

perolehan infromasi dari studi pustaka yaitu dari media buku, koran, majalah, 

serta literature lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. 

E. Informan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 

tanggal 09 Maret 2021 dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara 

langsung dengan narasumber ataupun informan yang diyakini memiliki 

kompetensi berkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun informan yang dipilih 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Nama Instansi Jabatan 

1. Mamma Husain Kantor Desa Nepo Kepala Desa Nepo 

2. Masriani, A. S.Sos Kantor Desa Nepo Sekretaris Desa Nepo 

3. Dewi Sartika, S.Sos Kantor Desa Nepo Bendahara Desa Nepo 

4. La Semmawi Petani Masyarakat Desa Nepo 

5. Safaruddin Petani Masyarakat Desa Nepo 

 

F. Instrumen Penelitian 

 Instumen merupakan alat bantu bagi peneliti untuk mempermudah dalam 

memperoleh data. Instrumen-instrumen yang akan digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitian seperti alat tulis (pulpen, buku, dan sejenisnya). Diperlukan 

pula perangkat komputer dalam mengakses data-data yang berasal dari internet 

atau media sosial. Dimana peneliti mencari informasi yang relevan dari berbagai 

sumber seperti jurnal- jurnal penelitian, buku, dan internet, serta sumber referensi 

lainnya. Informasi yang telah didapatkan kemdian diolah menjadi data penelitian. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisi Data 

 Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis 

data. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, internet searching dan 

library research dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh kemudian 

dideskripsikan secara menyeluruh. Proses analisis data dilakukan sejak 

pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut.  
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 Menurut Miles dan Huberman (1992) analisis data dan pengumpulan data 

dilakukan melalui proses-proses yang dapat dijelaskan ke dalam tahap berikut: 

1. Pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian melalui observasi dan 

wawancara, kemudian menambah dan melengkapi data yang kurang 

dengan internet searching dan library research. 

2. reduksi data dilakukan dengan cara memfokuskan perhatian dan 

pencarian materi penelitian dari berbagai literature yang digunakan sesuai 

dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data 

yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan 

disisihkan. 

3. Penyajian data merupakan infomasi yang tersusun untuk mendapat 

pemahaman tentang apa yang sedang diamati dan apa yang  selanjutnya 

harus dilakukan. 

4. Dalam penarikan kesimpulan, Peneliti mencari makna dari setiap gejala 

yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang 

dihadapi dalam penelitian ini dan implikasi positif yang diharapkan bisa 

diperoleh dari penelitian ini. 

H. Uji Keabsahan Data 

 Pengujian keabsahan data merupakan hal yang perlu dilakukan dalam 

suatu penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang sah/valid. Upaya 

pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu cara untuk menanggulangi 

perasaan kurang yakin tentang kebe naran dan keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif. Fatchan (2013:60) standar keabsahan data penelitian kualitatif adalah 
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standar kredibilitas (credibility). Agar hasil penelitian memiliki kepercayaan yang 

tinggi sesuai dengan fakta yang sesungguhnya yang ada dilapangan perlu 

dilakukan upaya standarisasi kredibilitas data atau hasil informasi yang didapat 

oleh peneliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis 

kasus negatif dan membercheck (Afianti, 2008). Namun, karena penelitian ini 

menggunakan berbagai sumber data dan teori dalam menghasilkan data dan 

informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah menggunakan 

metode triangulasi. 

 Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang 

dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.Denzim (1978) 

mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode 

yang dipakai untuk mrngkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan 

perspektif yang berbeda. Penelitian ini menggunakan tiga jenis triangulasi untuk 

menyelaraskan dengan substansi dari penelitian ini, yaitu: 

1. Triangulasi data, menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, 

arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai 

lebih dari satu objek yang dianggap memiliki suudut pandang yang 

berbeda dan menggali kebenaran informasi penelitian melalui sumber lain 

agar dapat memberikan informasi penelitian melalui sumber lain agar 

dapat memberikan bukti dan keandalan yang berbeda. 
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2. Triangulasi metode, membandingkan informasi atau data dengan cara 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey. Untuk 

memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh 

mengenai informasi tertentu. 

3. Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 

rumusan informasi.  Informasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan 

teori yang relevan dalam penelitian ini teori etika kebajikan dan konsep 

teori prospek. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang 

sifatnya tidak bias. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Desa Nepo 

Desa Nepo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Mallusetasi 

Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Desa nepo terletak di Ujung Utara 

Kabupaten Barru dan sebagian Wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota 

Parepare serta Kabupaten Sidrap dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Soppeng. 

Desa Nepo terletak di kawasan Kabupaten Barru sebelah Utara tepatnya disebelah 

Timur Ibukota Kecamatan Mallusetasi. Luas wilayahnya kurang lebih 23.23 HA 

dengan Elevasi sangat tinggi dan Tofografi yang berbukit dan lembah curam. Hal 

tersebut menjadikan kawasan Desa Nepo memiliki pemandangan yang sangat 

indah terutama ke arah Timur yaitu ke Watang Nepo dan Bojo Ale. Jumlah 

penduduk Desa Nepo pada Akhir Tahun 2017 adalah sebanyak 2,893 jiwa. Terdiri 

dari 1,476 penduduk Laki-laki dan 1,417 penduduk Perempuan. Jumlah kepala 

keluarha sebanyak 798 KK.  

Sejarah Desa Neo berpedoman pada munculnya Suppa dan Sidenreng 

sebagai bagian dari jaringan perdagangan Asia Tenggara. Awal pembentukan 

Pemerintahan, sebagai Kerajaan Passijiangeng antara Sidenreng, Suppa dan 

SAwitto Dikutip Naskah Lontara Nepo. Pada masa Pemerintahannya diperintah 

oleh Arung Patappuloe itu pada abad ke-16. Raja ini terdiri dari satu Rumpun 

keluarga sehingga pada saat itu ada acara hajatan maka kerajaan tetangganya 

direpotkan karena ke-40 raja tersebut sama semua kedudukannya sehingga suatu 
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hari Datu Suppa mengajukann salah seorang anaknya namanya Labongngo 

sebagai calon Raja dan dengan spontan Raja Patappuloe setuu maka dengan 

demikian berakhirlah kekuasaan Raja Patappuloe dan diangkatlah Labongngo 

sebagai Raja Nepo. Labongngo menjalankan Pemerintahannya sangat arif dan 

bijaksana sampai akhir hayatnya. Namun tidak memiliki keturunan sehingga 

petinggi kerajaan kala itu membuat persyaratan untuk diangkat menjadi Raja 

antara lain harus memiliki kebangsawanan yang murni, hubungan keluarga (anak 

mempunyai hak tinggi dari kemanakan). Pada saat itu yang menggantikan 

Labongngo adalah salah seorang dari keturunan dari Arung Patappuloe yang 

memiliki hubungan darah dengan Adatung Duppa dari Raja Mallusetasi berturut-

turut, yaitu:  

1) Lamarakka 

2) Lappabbiseang 

3) La Ippung 

4) Lasolong 

5) La Lea (Istri Lasolong) 

6) Imessang 

7) La Singkerukka 

8) Imakung 

9) La Calo (Suami Imakung) yang sekaligus menjadi Raja 

Mallusetasi. 

Pada Tahun 1973 Desa Nepo mendapat pengakuan secara hukum dari 

Pemerintah Kabupaten Barru sebagai Desa yang berdiri sendiri Kepala Desa 
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pertama adalah H. abd. Rahim (1973-1975) yang merupakan pejabat yang 

ditunjuk oleh Pemerintah Kecamatan Mallusetasi pada Tahun 1975-1978 telah 

terjadi pergantian oleh Pemerintah Kabupaten Barru yaitu P. Mamma, setelah 

berakhir ditunuk lagi oleh Pemerintah Kabupaten Barru yaitu Sannong masa 

jabatan (1978-1982) pada periode berikutnya penggantian Kepala Desa yaitu A. 

Malik Daini (1982-1986). 

Pada Tahun 1987 pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan langsung 

Kepala Desa dengan terpilih A. Malik Daini (1987-1992). Pada periode 1993-

1999 yang merupakan Pilkades Kedua yang terpilih A. Hamid Razak, pada 

periode 2000-2006 yang merupakan Pilkades Ketiga yang terpilih Hj. Andi Besse 

Bau Mange, pada periode 2008-2014 yang merupakan Pilkades Keempat yang 

terpilih Mamma Husein dan periode 2017-2022 dengan keberhasilan 

pembangunan infrasturktur, pemberayaan masyarakat petani dan pembangunan 

lainnya berjalan dengan baik serta dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Nepo 

sehingga Mamma Husein dapat terpilih kembali untuk keduanya. 

2. Keadaan Geografis dan Demografi 

a. Geografis 

a) Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administrasi 

Lokasi Desa Nepo berada di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru 

dengan luas wilayah ± 29,23 He. Dengan batas-batas wilayah desa sebagai 

berikut: 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidrap. 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Manuba. 
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3) Sebalah TImur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng. 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Palanro. 

Jika dilihat dari jarak antara Ibukota Desa dengan Ibukota Kabupaten 

Barru sebesar 35 Km lewat darat, dapat ditempuh dengan menggunakan 

kendaraan roda dua atau roda empat dengan waktu 1 jam, Desa Nepo memiliki 

jarak dari kecamatan Mallusetasi ± 5 Km dengan jarak tempuh 29 menit, Desa 

Nepo memiliki jarak dari Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan ± 80 Km dengan 

jarak tempuh 4 jam.  

Desa Nepo terbagi dalam 8 Dusun dan 17 RT yaitu Dusun Lanrae, Dusun 

Wt. Nepo, Dusun Cimpu, Dusun Topporeng, Dusun Mario-rio, Dusun 

Mareppang, Dusun Pakka dan Dusun Bojoale. Ketinggian tanah wilayah Desa 

Nepo 1-3 m dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata antara 22-33 ºC sampai 

dengan 23-34 ºC dengan cura hujan rata-rata 1,66 mm/tahun. Dan penggunaan 

atanah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut penggunaannya 

No. Wilayah Luas Tanah 

1. Pemukiman 120, 00 He 

2. Perkebunan 458, 34 He 

3. Pertanian 575, 00 He 

4. Perkantoran 7, 64 He 

5. Perkuburan 3, 00 He 

6. Prasarana umum lainnya  
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7. Luas Pekarangan 194, 62 He 

Sumber : Data Profit Desa Nepo Tahun 2020 

b) Topografi 

Tabel 4.2 Topogrofi (Ketinggian, Kemiringan dan Kondisi Tanah) Desa Nepo 

Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru 

No. Dusun 

Jumlah Penduduk (Jiwa) 

Ketinggian 

dpi (m) 

Kemiringan 

Tanah 

(< 15%; 15-

30%; >30%) 

Kondisi Tanah 

(Datar, Bukit, 

Bergelombang) 

1. Lanrae 15 15-30% Bergelombang 

2. Watan Nepo 15 15-30% Bergelombang 

3. Cimpu 15 15-30% Bergelombang 

4. Topporeng 15 15-30% Bergelombang 

5. Mario-rio 15 15-30% Bergelombang 

6. Mareppang 15 15-30% Bergelombang 

7. Pakka 15 15-30% Bergelombang 

8. BojoAle 15 15-30% Bergelombang 

Sumber : Data Profit Desa Nepo Tahun 2020 

c) Iklim 

Tabel 4.3 Agrokimat dan Jenis Tanah Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, 

Kabupaten Barru 

No. Dusun 

Tipe Iklim 

Menurut S & F 

(A/B/C) 

Suhu 

(ºC) 

pH Jenis Tanah 

1. Lanrae C 27-36 6-7 Grumosoi 
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2. Watan Nepo C 27-36 6-7 Grumosoi 

3. Cimpu C 27-36 6-7 Grumosoi 

4. Topporeng C 27-36 6-7 Grumosoi 

5. Mario-rio C 27-36 6-7 Grumosoi 

6. Mareppang C 27-36 6-7 Grumosoi 

7. Pakka C 27-36 6-7 Grumosoi 

8. BojoAle C 27-36 6-7 Grumosoi 

Sumber: Data Profit Desa Nepo Tahun 2020 

b. Demografi 

Berikut penjelasan mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin. 

Jumlah penduduk Desa Nepo terrmasuk kurang padat jika dibandingkan dengan 

luas wilayah desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil sensus penduduk yang dilakukan 

pada tahun 2010, tercatat jumlah penduduk Desa Nepo sekitar 2.894 jiwa dengan 

perbandingan laki-laki 1.408 jiwa dan perempuan sebanyak 1.486 jiwa. Penduduk 

Desa Nepo merupakan salah satu aset desa dalam pelaksanaan pembangunan. 

Hanya saja sumber manusianya masyarakat belum memadai karena rendahnya 

pendidikan, sehingga harapan untuk mengubah pola pikir masih rendah.  

3. Visi Misi Desa Nepo 

a. Visi Desa Nepo 

Visi secara harfiah berarti “melihat” sehingga menggambarkan 

kemampuan untuk melihat kedepan, mengisyaratkan orientasi ke masa depan. 

Jadi, visi merupakan sesuatu yang belum terwujud dan kemampuan melakukan 

impian menarik tersebut agar bisa dilihat orang lain, seingga mengandung arti 
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standar pencapaian sukses dan cita-cita. Kehadiran visi di Desa Nepo ini, 

diharapkan mampu memberikan arah, menentukan keputusan dan motivasi 

seluruh aparat dan anggota msayarakat desa untuk mencapai tujuan. Visi juga 

memperkokoh kesatuan tim kerja agar energy yang ada dalam masyarakat dapat 

disalurkan, moral menjadi tinggi dan komitmen terbentuk. Visi tersebut 

dirumuskan sebagai berikut: 

“Dengan Semangat Kerja Keras Kita Wujudkan Desa Nepo Menjadi Desa Agro 

Wisata yang Sejahtera Bernafaskan Keagamaan” 

 Semangat Kerja Keras berarti: 

Masyarakat Desa Nepo saling bahu membahu membangun Desa tak kenal 

lelah demi kemajuan desanya. 

 Agro Wisata berarti: 

Desa Nepo adalah desa terdepan dalam berbagai bidang dengan konsep 

agro wisata. 

 Sejahtera berarti: 

Bahwa melaksanakan pemerintahan yang lebih baik melalui pembangunan 

perekonomian Desa, memanfaatkan sumber daya yang potensial untuk 

mewujudkan kesejahteraan. 

 Bernafaskan Keagamaan Berarti: 

Terciptanya masyarakat yang beradab, penerapan nilai-nilai keagamaan 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

 



52 
 

 
 

b. Misi Desa Nepo 

Rumusan misi disini lebih fokus pada “apa” yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang tercermin dalam visi. Karena itu misi ini dapat dipandang 

sebagai pondasi bagi pengambilan kebijakan strategi, yang menjadi ciri yang 

membedakan dengan desa lain dalam menunjang visi dan misi pembangunan 

Desa Nepo. Adapun rumusan Misi sebagai berikut: 

a) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk sejahtera 

masyarakat. 

b) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Masyarakat (SDM). 

c) Mewujudkan desa agro wisata. 

d) Menciptakan lingkungan aman dan tertib. 

e) Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik (Good 

Governance). 

Tabel 4.4 keterkaitan Visi dan Misi Kepala Desa 

Visi Pokok Visi Misi 

Dengan Semangat 

Kerja Keras Kita 

Wujudkan Desa 

Nepo Menjadi Desa 

Agro Wisata Yang 

Sejahtera 

Bernafaskan 

Semangat Kerja 

Keras 

Mengoptimalkan pemanfaatan 

sumberdaya untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

Agro Wisata Meningkatkan kapasitas sumber 

daya masyarakat (SDM). 

Sejahtera Mewujudkan desa agro wisata 

Bernafaskan Menciptakan lingkungan aman dan 
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Keagamaan Keagamaan tertib. 

 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan desa yang lebih baik 

(good governance). 
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4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Nepo 
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Penerapan Sifat Shiddiq (jujur) dalam Transparansi dan 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Transparansi begitu penting bagi pemerintahan karena dari segi 

pelaksanaan fungsi untuk menjalankan suatu mandate dari masyarakat. karena 

pemerintah itu sendiri memili sebuah wewenang untuk mengambil berbagaii 

keputusan penting yang akan memiliki dampak bagi kebayakan rakyat, 

pemerintah itu sendiri akan menyediakan infromasi yang berguna mengenai apa 

yang mereka kerjakan. Adanya informasi yang transparan akan menjamin 

kebebasan seseorang untuk mengakses infromasi tentang suatu penyelenggaraan 

pemerintahan. Transparansi yang dimaksud yaitu terbukanya informasi-informasi 

yang terkait tentang pengeluaran dan pendapatan dana desa yang dapat di akses 

oleh masyarakat.  

Akuntabilitas merupakan perrtanggungjawaban oleh lembaga yang diberi 

wewenang dalam mengelola sumber daya publik, menjadi bentuk penyampaian 

pertanggungjawaban atas untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang atau badan hukum atau pimpinan. Akuntabilitas adalah mekanisme 

yang harus dijalankan oleh pemerintah publik untuk menjalankan serta 

memastikan bahwa tindakannya telah sesuai dengan aturan, dan 

bertanggungjawab pada hal-hal yang telah berlalu maupun yang akan datang agar 

terwujudkan pemerintahan yang baik, apalagi ini menyangkuta dana desa. 

Dana desa yaitu suatu dana yang sumbernya dari APBN (anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara) diperuntukkan kepada desa yang nantinya dana 
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akan di transfer melewati APBD (anngaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 

kabupaten maupun kota yang akan dipergunakan bagi pemberdayaan masyarakat, 

pemberdayaan serta pembinaan masyarakat desa, maupun pelaksanaan 

pembangunana. Dana desa juga mempunyai peran yang sangat penting untuk 

meningkatkan ekonomi pada masyarakat desa karena adanya pengalokasian dan 

pemanfaatan yang efesien serta efektif. Jika dana desa sesuai dengan anggaran 

yang telah disusun, maka akan membantu pemerintah desa dalam mewujudkan 

kesejahteraan pemerintah desa maupun masyarakat desa. 

Terkait dengan transparansi sendiri, jadi untuk menghindari adanya 

kecurang dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa tersebut. Maka 

pihak pemerintah desa akan dituntut untuk transparan kepada masyarakat, salah 

satunya yaitu dengan cara meminta kepada seluruh jejaran rakyat ataupu 

masyarakat untuk menghadiri rapat. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh 

bapak Kepala Desa Nepo Bapak Mamma Husain: 

“Partisipasi masyarakat sangatlah baik kami juga melibatkan semua 

masyarakat saat adanya musrenbang dan masyarakat sangat antusias 

hadi dalam memberikan masukan-masukan perihal proses perencanaan 

pengelolaan keuangan desa”.  

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terkait pengelolaan 

keuangan desa masyarakat ikut andil dalam memberikan masukan-masukan 

perihal kemajuan Desa Nepo, masyarakat ikut berpartisipasi setiap kegiatan yang 

dilakuakn oleh para aparatur desa Nepo. Transparansi dan akuntabilitas telah 

mengambil demokratisasi, tata bantuan dan lingkaran pembangunan oleh badan 

sejak pergantian abad. Akuntabilitas yang mana kemauan seseorang untuk 

memberikan keputusan dan penjelasan mengenai keinginan serta perbuatan 
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kepeda pihak yang mempunya keperluan ataupun kepentingan. Begitu juga 

dengan transparansi yang mana mempertanggung jawabakan apa yang dilakukan 

dengan cara memberikan suatu informasi yang bersangkutan dengan laporan yang 

secara transparan kepada pihak lain maupun pihak luar. 

Dana desa harus diimplementasikan dengan adanya nilai shiddiq agar 

segala kegiatan berjalan dengan lancar, sifat shiddiq ciri khas orang beriman, Al-

Qur”an membimbing hidup manusia agar berlaku jujur dalam hidupnya, sebab 

kejujuean akan menanamkan kepercayaan orang lain pada dirinya. Kepercayaan 

orang sangatlah penting bagi manusia. Salah satu cara untuk menerapkan nilai 

shiddiq adalah dengan cara musyawarah ataupun dalam bentuk rapat. 

Implementasi nilai shiddiq terhadap keuangan dana desa di Desa Nepo itu 

sangat didukung oleh masyarakat Desa Nepo, karena setiap akan dilaksanakan 

sebuah program maka para aparatur desa membuat musyawarah dengan seluruh 

masyarakat Desa Nepo. Dengan adanya rapat ini maka akan dipastikan aparatur 

desa telah tepay dalam mengimplementasikan nilai shiddiq terhadap pengelolaan 

keuangan desa di Desa Nepo. Begitu juga yang dijabarkan oleh bapak Kepala 

Desa Nepo tentang transparansi yaitu Bapak Mamma Husain:  

“Membuat musyawarah desa dimana yang hadir itu pemerintah desa, 

kepala dusun, terutama masyarakatnya desa yang mana program-

program yang menyangkut transparansi kami sampaikan mulai tahap 

perencanaan, pengelolaan, sampai dengan pertanggungjawabannya 

yang menjadi penyampaian kami”. 

  

Pernyataan diatas didukung juga oleh Sekretaris Desa Nepo Ibu Masriani: 

“mengenai transparansi anggaran dana desa disetiap rapat kordinasi itu 

kita selalu menjelaskan kepada masyarakat apa saja yang akan 

dikerjakan, kemudian dipaparkan dalam bentuk papan informasi dan 

papan pengumuman kita pasang, dari mana sumber dananya, 
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bagaimana pengelolaannya, pembiayaannya untuk apa, dan masyarakat 

sangat mendukung. Dalam proses ini kami juga mengedepankan 

mufakat jadi setiap proses mulai perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban selalu dilakukan dengan musyawarah. Kami juga 

memasang papan informasi yang memuat seluruh rencana penggunaan 

dana desa yang kami kelola.” 

 

 Hasil wawancara tersebut maka dapat dijelaskan bahwa para aparatur desa 

Nepo sudah menerapkan sifat Shiddiq dalam pengelolaan keuangan dana desa, 

karena setiap kegiatan yang akan mereka kerjakan aparatur Desa Nepo 

mengundang masyarakat untuk melakukan musyawarah tentang apa yang akan 

dibahas. Nilai shiddiq menjadi keharusan bagi setiap manusia apalagi seorang 

pelaksana ataupun penanggungjawab kegiatan apapun, bagitupun juga para 

aparatur Desa karena mereka sudah diberi amanah untuk mengelola keuangan 

dana desa. Oleh sebab itu, Allah Swt menyuruh mengerjakan kepeda orang-orang 

yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat shiddiq dan  membuat lingkungan 

yang jujur (shiddiq). sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. at-Taubah [9]: 119 

berbunyi sebagai berikut: 

ِينَ ءَامَنُواْ ٱته  هَا ٱله يُّ
َ
َّٰٓأ دِقيَِن  يَ ٰ َ وَكُونوُاْ مَعَ ٱلصه قُواْ ٱللَّه  

Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. 

 Dari ayat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa perjumpaan dan 

pergumulan dengan orang-orang yang jujur akan membawa dampak positif 

kepada lingkungan sekitarnya. Pribadi yang jujur bisa diwujudkan antara 

kesalarasan batin dan perbuatannya. Islam sebagai way of life tidak hanya 

menyangkut urusan ibadah saja, tetapi juga menjadi problem solving persoalan 
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yang terjadi di masyarakat. karena syarat islam berpijak pada kemaslahatan 

bersama. Artinya, Islam hadir untuk mengatur dan mengendalikan potensi dan 

kecenderungan manusia yang suka merusak. 

Tabel 4.5 

Penerapan Sifat Shiddiq dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa 

No. Indikator Good 

Governance 

Penerapan Sifat Shiddiq 

1. Transparansi Penerapan Shiddiq dalam pengelolaan 

keuangan desa pada indicator transparansi ini 

sudah sejalan, karena setiap rapat mengenai 

keuangan desa aparat desa melibatkan 

masyarakat sehingga penerapan sudah 

transparan dan menunjukkan kejujuran aparat 

desa. 

2. Akuntabilitas 
Dari segi pertanggungjawaban sendiri sudah 

dilaksanakan dengan baik, karena dalam 

pengelolaan sumber daya masyarakat desa di 

Desa Nepo ini. 

 

2. Penerapan Sifat Amanah (dapat dipercaya) dalam Transparansi 

dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Amanah adalah seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. 

Amanah juga bisa bermakna yaitu keinginan untuk menunaikan sesuatu dengan 
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suatu kepastian, amanah juga adalah moral dari keimanan seseorang. Seperti 

aparatur desa yang harusnya memiliki sifat amanah, karena sifat amanah 

disebutkan oleh Allah merupakan sifaf-sifat orang mukmin yang memiliki 

keuntungan ketika mereka menjaga sifat amanah yang telah diberikan kepada 

meraka. Sesuai dengan Q.S. al-Mu’minun [23]: 8 yaitu sebagai berikut: 

مَنَٰتٰهِِمۡ وعََهۡدِهمِۡ رَعُٰونَ  
َ
ِينَ هُمۡ لِۡ  وَٱله

Terjemahan: 

“dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) 

dan janjinya”. 

Akibat dari sifat amanah ini yaitu mengembalikkan setiap hak kepada para 

pemiliknya, baik hak yang sedikit maupun banyak. Tidak mengambil suatu hak 

yang lebih dari sesuai dengan kepemilikan, begitu juga dengan hak orang lain 

tidak mengurangi serta tidak melebihkan seperti halnya seperti bonus dari 

penjualan dan hak-hak lainnya. Seseorang yang memiliki tanggungjawab 

merupakan juga sifat amanah yang mana dalam melaksanakan suatu kewajiban 

dan tugas yang telah di amanatkan kepadanya. Sifat amanah bisa berupa 

kejujuran, keterbukaan dan pelayanan kepada atasan, mitra bisnis, serta bawahan 

yang secara optimal. Sebagaimana dengan firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisa’ 

[4]: 58: 

 ْ ن تََۡكُمُوا
َ
هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بيَۡنَ ٱلنهاسِ أ

َ
مَنَٰتِٰ إلَََِّٰٓ أ

َ
واْ ٱلۡۡ ن تؤَُدُّ

َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
َ يأَ  ۞إنِه ٱللَّه

َۢا بصَِيَٗا   َ كََنَ سَمِيعَ ا يعَِظُكُم بهِۦِٓ  إنِه ٱللَّه َ نعِِمه ِۚ إنِه ٱللَّه  بٱِلۡعَدۡلِ
Terjemahan: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
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hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat”. 

 

Dari ayat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa ajaran Allah Swt tentang 

sesuatu yang baik yaitu dengan cara melaksanakan amanat dan hukum dengan 

seadil-adilnya, jangan sampai diabaikan, namun harus diperhatikan, diterapkan, 

diindahkan, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. untuk mendapatkan 

kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan 

oleh bapak kepala Desa Nepo yaitu Bapak Mamma Husain: 

 “Semua program-program yang memerlukan anggaran dengan cara 

disertai catatan dan harus ada nota maupun kuitansi sehingga aliran 

dana jelas arahnya. Kami juga memberikan bantuan ibu-ibu PKK, 

keluarga kurang mampu, posyandu, dan lain-lain”.  

 

Terkait dengan penyampaian bapak kepala Desa Nepo tersebut, Dana Desa 

yang diperoleh oleh Desa Nepo dialirkan kepada masyarakat yang membutuhkan 

serta anggaran yang dikeluarkan harus disertai dengan nota maupun dengan 

kuitansi. Sehingga dana yang keluar sampai pada orang yang betul-betul 

membutuhkannya, hal ini adalah bentuk amanah dari dikeluarkannya dana desa 

yang ada di Desa Nepo. 

Nilai Amanah menjadi keharusan bagi setiap umat manusia apalagi 

seorang pelaksana tugas atau penanggungjawab kegiatan seperti para aparatur 

desa diberikan Amanah untuk membentuk kesejahteraan masyarakat, jika tugas 

tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama maka hasil yang 

didapatkan akan sempurna. Tentunya nilai-nilai moral itu sendiri dalam bentuk 

petuah, amanah, dan pesan yang di dalamnya memberikan unsur spiritual untuk 
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kehidupan setiap manusia. Melalui unsur spiritual tersebut, dalam penyusunan 

pengelolaan keuangan desa akan mengarah ke arah islami. Dalam penyusunan 

laporan keuangan dana desa dibutuhkan suatu harapan penyampaikan kepada 

masyarakat dari para aparat desa yang sudah di amanatkan dalam rapat serta hasil 

rapat yang disepakati, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Kepala Desa 

Nepo Bapak Mamma Husain mengatakan: 

“saya selaku kepala desa yang memberikan amanah, selalu terbuka 

kepada masyarakat dan menerima setiap keluhan dan apirasi 

masyarakat sesuai dengan aturannya termasuk ketika mereka 

mengaspirasikan idenya dalam pengelolaan keuangan desa”. 

 

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa setiap aspirasi dari masyarakat dan 

keluhan warga desa dilaksanakan setelah musyawarah bersama guna untuk 

kepentingan bersama. Dalam proses penyusunan laporan keuangan desa harus 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari pernyataan di atas didukung juga dengan 

pernyataan Ibu Sekretaris Desa Nepo: 

 

“Tangunggjawab yang paling penting, karena ini menyangkut akhirat 

juga”. 

 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Sekretasris Desa Nepo Ibu 

Masriani dalam wawancara saya. Dapat disimpulkan bahwa setiap yang mendapat 

tanggungjawab harus bisa melakukan dengan serius. Jangan hanya janji manis 

saja sehingga tangungjawab tidak ada sama sekali dalam melaksanakan tugas.  

 Kesadaran yang demikian itu merupakan suatu dasar bagi keseluruhan 

kegiatan manusiawi. Seperti halnya memelihara titipan yang berupa dana dari 

pemerinah untuk digunakan dalam pembangunan dan titipan dari masyarakat 
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yaitu harapan bahwa program yang telah di aspirasikan dalam musyawarah 

ataupun rapat merupakan suatu perkara yang tidaklah mudah untuk dilaksanakan. 

Namun akhir ini adanya tindak penyimpangan dari dana yang marak terjadi 

sehingga unsur-unsur islami diperlukan untuk meminimalisir tindakan yang tidak 

diinginankan dan tindakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. 

Peningkatan swadaya masyarakat dan peningkatan pendapatan desa 

merupakan arahan dari kebijakan keuangan dana desa yang digunakan untuk 

merealisasikan anggaran dana desa (APBDesa) dalam kegiatan pembangunan baik 

itu pembangunan secara fisik maupun pembangunan non-fisik guna untuk 

kemajuan peningkatan hidup masyarakat terutama di Desa Nepo ini, dan untuk 

peningkatan pemabngunan kabupaten Barru sendiri. Untuk mencapai hasil 

sebagaimana digambarkan padad parapraph diatas, maka langkah-langkah dan 

arah kebijakan keuangan desa adalah sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa berupa pemanfaatan 

tanah kas desa, penuewaan aset-aset yang dimiliki oleh desa. 

2. Mengembangkan dan mengoptimalkan BUMDesa agar dapat 

memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan pendapatan Desa 

Nepo. 

3. Meng-intensifkan koordinasi dan komunikasi terhadap lembaga 

pemerintah yang ada di Kecamatan ataupun Kabupaten agar lebih 

mengoptimalkan pendapatan desa yang mana dana ini bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Barru 
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ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi 

Sulawesi selatan. 

4. Adanya rembug sevara berkala guna merumuskan swadaya masyarakat 

dan mengintensifkan pendapatan yang sumbernya dari pelayayan 

public, serta tidak berlawanan dengan undang-undang yang berlaku. 

 Pengelolaan keuangan dana desa harus sesuai dengan APBDesa karena 

Dana Desa adalah bagian komponen dari APBDesa yang beriringan dengan 

prinsip yang kemudian dipahami dan di kembangkan kedalam pengelolaan 

keuangan desa adalah sebagai berikut: 

1) Aspiratif, suatu harapan dalam pengambilan suatu keputusan dalam 

pengelolaan keuangan pemerintah desa guna untuk memperhatikan dan 

mendengar suara dari masyarakat.  

2) Partisipasi, keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan kabijakan 

pengelolaan dana desa guna untuk mengawasi dan menyusun suatu 

kebijakan APBDesa.  

3) Trasnparansi, yaitu keterbukaan suatu informasi kepada masyarakat agar 

memperoleh infromasi yang memuakan berkaitan dengan APBDesa, 

begitupun dengan rancangan pembangunan desa. 

desa. 

Dalam penyusunan laporan keuangan dana desa, masyarakat sepakat 

mengalokasikan dana desa kedalam bidang-bidang operasional desa agar memberi 

motivasi kepada para aparat desa guna untuk pembangunan desa yang maju. 

Masyarakat mengharapkan aparat desa dapat memberikan pertanggung jawaban 
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tentang pengalokasian dana desa khusunya pada bidang pembangunan desa serta 

pemberdayaan masyarakat. Demikian itu, masyarakat dapat berjalan secara 

berdampingan untuk pembangunan desa sesuai arah tujuan dana desa. Dana desa 

dialokasikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan serta pelayanan masyarakata. Dana desa merupakan perolehan 

bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. 

Tabel 4.6 

Penerapan Sifat Amanah dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa 

No. Indikator Good 

Governance 

Penerapan Sifat Amanah 

1. Transparansi 

Amanah yaitu dapat dipercaya, dari segi amanah 

ini, dana desa yang transparansi itu setiap 

pengelolaan dana desa masyarakat memerlukan 

bukti dari penggunaan anggaran dana desa, 

aparat desa nepo sudah menjalankan karena 

pencatatan disertai dengan adanya bukti seperti 

nota, kwitansi dan lain-lain sebagai nya.  

2. Akuntabilitas 

Dengan adanya bukti sudah menunjukkan bahwa 

dari segi akuntabilitasnya sudah berjalan 

sehingga aparat desa nepo sudah dapat dikatakan 

dapat dipercaya oleh masyarakat desa itu sendiri. 

 

3. Penerapan Sifat Tabligh (menyampaikan) dalam Transparansi 

dan Akuntabilitas Pengeloaan Dana Desa 
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Sifat Tabligh artinya komunikatif dan argumentatif, orang yang memiliki 

sifat Tabligh akan menyampaikan sesuatu dengan benar (berbobot) dan dengan 

tutur kata yang tepat. Seorang pemimpin dalam dunia bisnis haruslah menjadi 

seorang yang mampu mengkomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada 

karyawan dan semua pihak terakait dengan bisnis. Tabligh dalam bahasa 

Indonesia artinya menyampaikan kebenaran. Dalam Kamus KBBI kebenaran 

berasal dari kata benar yang artinya sesuai sebagimana adanya, betul tidak salah 

apa yang dikatakannya. 

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan 

informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami serta 

kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan 

tindakan yang dilakukan kepada pihak yang berwenang untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah memiliki kewajiban kepada warga 

Negara tentang transparansi penanganan dana. Transparansi pemerintah sangat 

diperlukan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga tidak 

menimbulkan persepsi yang simpangsiur terhadap pemerintah tersbut. 

Kecenderungan keterbukaan yang lebih besar dalam perose penanganan 

publik telah dihasilkan dari pertemuan beberapa faktor. Salah satunya yaitu 

tekanan dari atas yang mencerminkan minat dalam transparansi oleh lembaga 

keuangan internasional. Transparansi dan akuntabilitas telah mengambil 

demokratisasi tata pemerintahan bantuan dan lingkaran pembangunan oleh badan 

perganitian abad. Akuntabilitas adalah suatu keadaan di amana seseorang dinilai 

oleh orang lain atas suatu kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas yang 
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diberikan untuk mencapai tujuan yaitu suatu tanggungjawab. Pada hakikatnya 

unsur transparansi dan akuntabilitas sudah menjadi kebutuhan didalam 

pengelolaan pemerintahan termasuk dalam bidang keuangan.  

Akuntabilitas dalam penyelenggraan pemerintahan daerah diartikan 

sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pelasanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban 

yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah 

sebagia pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah 

dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, 

dan kewajiban pemerintah daerah.  

Dana desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang 

baik. Hal ini menjadi perhatian penting yaitu transparansi dan akuntabilitas. 

Pemerintah desa tidak akan kuat dan tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika 

tidak tidak ditopang hal tersebut. Keuangan desa dapat menjelaskan semua hak 

dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang 

selanjutnya disingkat APBDesa. APBG merupakan rencana keuangan tahunan 

pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan 

Usaha Milik Desa, dan ditetapkan dalam peraturan desa. 

 Pelaporan merupakan salah satu tahap dalam pertanggungjawaban serta 

salah satu cara pengungkapan ataupun penyampaian informasi terkait laporan 
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keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. 

pelaporan yang dilakukan di Desa Nepo yaitu menggunakan siskeudes. Aplikasi 

Sistem Keuangan Desa (siskeudes) adalah bentuk dari kebijakan pemerintah 

daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di desa sehingga terjadi 

kesamaan dalam pelaporan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu 

bendahara Desa Nepo Ibu Masriani: 

“semua pencatatan dan pelaporan sudah menggunakan aplikasi siskeudes 

yang dapat di akses secara online. Pelaporan yang dilakukan setiap akhir 

tahun. Jika ada penyelewengan dana sedikit saja akan ketahuan oleh 

pusat”. 

Dari hasil wawancara tersebut bahwa setiap pelaporan penggunaan dana 

bisa lansung di akses ke dalam system tersebut dan pelaporan keseluruhan akan 

dilakukan pada akhir tahun. Pelapora dalam penggunaan dana desa saat ini harus 

menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah. Aplikasi ini bertujuan 

untuk menginput laporan dana desa yang dikeluarkan oleh Negara untuk 

pembangunan dan pembedayaan masyarakat desa. Secara garis besar ini berkaitan 

dengan peyampaian yang secara amanah Sebagaimana firman Allah swt dalam 

QS. Al-Maidah/5: 67 

 ُ ۚۥ وَٱللَّه همۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بلَهغۡتَ رسَِالََهَُ ب كََِۖ وَإِن ل نزِلَ إلََِۡكَ مِن ره
ُ
هَا ٱلرهسُولُ بلَ غِۡ مَآ أ يُّ

َ
َّٰٓأ  ۞يَ

َ لَ يَهۡدِ  ي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَفِٰرِينَ  يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنهاسِِۗ إنِه ٱللَّه  

Terjemahan: 

“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari 

Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, 

berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara 

kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. 
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Dari ayat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa Tabligh bermakna tidak 

menyembunyikan amanah yang dia diamanahkan untuk menyampaikannya, 

apalagi hal tersebut menyangkut hak orang lain. Begitu juga dengan Dana Desa 

ada hak dari masyarakat Desa Nepo dalam dana desa sehingga anggaran yang 

dikelurkan oleh pemerintah desa sesuai dengan hak dan kewajiban setiap individu. 

Para aparatur desa Nepo sudah melakukan sifat Tabligh ini secara transparansi 

dan akuntabel karena setiap penyampaian anggaran dana desa akan disertakan 

dengan cara musyawarah kemudian di realisasikan dalam bentuk laporan 

pertriwulan maupuan laporan tahunan anggaran per akhir tahun. Dalam struktur 

anggaran desa Nepo terdapat beberapa pos pendapatan desa yang merupakan 

sumber keuangan desa. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa, maka 

enam tahun kedepan pemerintah desa Nepo akan berupa menggali potensi 

pendapatan desa disamping meningkatkan swadaya masyarakat untuk 

pembangunan daerahnya sendiri. Sumber-sumber pembiayaan desa dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan pembanguan di Desa Nepo terdiri dari: 

1) Bagi hasil pajak kabupaten; 

2) Alokasi dana desa (ADD); 

3) Dana Desa (APBN); 

Adapun prediksi pendapatan Desa Nepo dari beberapa sumber diatas 

untuk enam tahun kedepan dapat digambarkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.7 prediksi pendapatan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten 

Barru 
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Uraian 

Pendapatan 

Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Pendapatan Desa        

Dana Desa 

(APBN) 

968.729.

400 

1.065.60

2.340 

1.140.19

4.504 

1.200.00

0.000 

   

Alokasi Dana 

Desa (ADD) 

1.725.40

5.800 

1.690.89

7.684 

1.657.07

9.730 

1.623.98.

136 

1.591.45

9.373 

1.559.63

0.186 

1.559.63

0.186 

Bagi Hasil Pajak 

Retribusi Daerah 

(PBH) 

34.461.1

15 

33.713.0

92,70 

33.038.8

30,85 

32.378.0

54,23 

31.730.4

93,14 

31.095.8

83,28 

31.095.

883,28 

Sumber: Data Desa Nepo Tahun 2017-2023 

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas, kita dapat 

mengetahui jumlah prediksi pemdapatan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi 

Kabupaten Barru ke berbagai bidang pendapatan. Dari Pendapatan Desa, Dana 

Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah 

(PBH).   

Tabel 4.5 laporan realisasai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa 

pemerintah desa Nepo  

Uraian Anggaran (Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Lebih/Kurang 

(Rp) 

PENDAPATAN    

Pendapatan Asli Desa 1.800.000,00 1.800.000,00 000 

Hasil Usaha Desa 1.800.000,00 1.800.000,00 000 
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Pendapatan Transfer 3.493.590.542,00 3.493.590.542,00 000 

Dana Desa 1.821.010.000,00 1.821.010.000,00 000 

Bagi Hasil Pajak dan 

Retribusi 

27.931.842,00 27.931.842,00 000 

Alokasi Dana Desa 1.644.648.700,00 1.644.648.700,00 000 

JUMLAH PENDAPATAN 3.493.590.542,00 3.493.590.542,00 000 

BELANJA    

Belanja Pegawai 625.273.536,00 533.631.302,00 91.642.234,00 

Penghasilan Tetap dan 

Tunjangan Kepala 

Desa 

55.200.000,00 55.200.000,00 000 

Penghasilan Tetap dan 

Tunjangan Perangkat 

Desa 

468.960.000,00 396.775.000,00 72.185.000,00 

Jaminan Sosial Kepala 

Desa dan Perangkat 

Desa 

25.513.536,00 20.456.302,00 5.057.234,00 

Tunjangan BPD 75.600.000,00 61.200.000,00 14.400.000,00 

Belanja Barang dan 

Jasa 

1.102.611.980,00 854.747.408,00 247.864.572,00 

Belanja Barang 

Perlengkapan 

147.609.980,00 133.464.842,00 14.145.138,00 

Belanja Jasa 328.006.000,00 304.306.880,00 23.699.120,00 

Belanja Perjalanan 

Dinas 

176.853.000,00 85.218.000,00 91.635.120,00 
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Belanja Jasa Sewa 4.960.000,00 3.920.000,00 1.040.000,00 

Belanja Operasional 

Perkantoran 

16.500.000,00 16.422.036,00 77.964,00 

Belanja Pemeliharaan 154.303.000,00 100.165.650,00 54.137.350,00 

Belanja Barang yang 

di serahkan kepada 

Masyarakat 

274.380.000,000 211.250.000,00 63.130.000,00 

Belanja Modal 1.463.847.039,00 1.445.376.501,00 18.470.538,00 

Belanja Modal 

Pengadaan Peralatan, 

Mesin, dan Alat 

106.642.139,00 98.888.000,00 7.754.139,00 

Belanja Modal 

Kendaraan 

49.200.000,00 40.000.000,00 9.200.000,00 

Belanja Modal 

Jalan/Prasarana Jalan 

845.752.500,00 844.483.251,00 1.269.249,00 

Belanja Modal 

Irigasi/Embang/Draina

se/Air Limbah 

462.252.400,00 462.005.250,00 247.150,00 

Belanja Tak Terduga 623.468.000,00 622.268.000,00 1.200.000,00 

Belanja Tak Terduga 623.468.000,00 622.268.000,00 1.200.000,00 

JUMLAH BELANJA 3.815.200.555,00 3.456.023.211,00 359.177.34,00 

Surplus/(Defisit) (319.810.013,00) 39.367.331,00 (359.177.344,00) 

PEMBIAYAAN    

Penerima Pembiayaan 319.810.013,00 319.810.013,00 000 

SILPA Tahun 319.810.013,00 319.810.013,00 000 
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Sebelumnya 

PEMBIAYAAN NETTO 319.810.013,00 319.810.013,00 000 

SISA LEBIH 

PEMBIAYAAN 

ANGGARAN 

000 359.177.344,00 (359.177.344,00) 

 Sumber: Laporan Anggaran Desa Nepo Tahun 2020 

 

Tabel 4.9 

Penerapan Sifat Tabligh dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa 

No. Indikator Good 

Governance 

Penerapan Sifat Tabilgh 

1. Transparansi 

Sifat Tabligh dari transparansi ini sendiri 

dibutikan dengan adanya papan baleho dan papan 

informasi yang disediakan aparat desa Nepo untuk 

masyarakatnya, informasi yang telah dijabarkan 

mencakup semua pengeluaran dan pemasukan 

desa Nepo, penggunaan dana kemana dan 

dipergunakan untuk apa. Informasi yang ada di 

baleho dikatakan sangat akurat dan dapat 

dipercaya oleh masyarakat setempat. 

2. Akuntabilitas 

Kecenderungan keterbukaan yang lebih besar 

dalam proses penanganan yang telah dihasilkan. 

Memberikan penjelasan merupakan kewajiban 
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para aparatur desa kepada masyarakat desa itu 

sendiri, ini sudah dijelaskan dari adanya papan 

pengumuman dan baleho sebagai informasi 

kepada masyarakat. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Pengelolaan keuangan dana desa di Desa Nepo telah dilakukan secara 

transparan dan akuntabel dimana aparat desa di Desa Nepo selalu melibatkan 

masyarakat setiap rapat yang diadakan. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran 

masyarakat yang sangat antusias dalam musyawarah desa (musrenbangdes). 

Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima 

segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan desa terkait 

dan sudah dapat dikatakan untuk mencapai pemerintahan yang baik atau good 

governance. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan 

informasi) dan Baliho yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai 

oleh Dana Desa. Untuk prinsip akuntabilitas sendiri sudah terlaksana sepenuhnya 

karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah sesuai dengan 

prinsip good governance.  

Pemerintah Desa Nepo telah menerapkan sifat Shiddiq, Amanah, dan 

Tabligh dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

dana desa, Shiddiq (kejujuran) setiap melakukan kegiatan pemerintah Desa Nepo 

akan melibatkan masyarakat desa, dalam sifat Shiddiq ini sudah mencerminkan 

sifat kejujuran pemerintah desa. Amanah (dapat dipercaya) Dana Desa yang 

diperoleh oleh Desa Nepo dialirkan kepada masyarakat yang membutuhkan serta 

anggaran yang dikeluarkan harus disertai dengan nota maupun dengan kuitansi. 

Sehingga dana yang keluar sampai pada orang yang betul-betul membutuhkannya, 

hal ini adalah bentuk amanah dari dikeluarkannya dana desa yang ada di Desa 
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Nepo. Dan terakhir Tabligh (menyampaikan) Tabligh bermakna tidak 

menyembunyikan amanah yang dia diamanahkan untuk menyampaikannya, 

apalagi hal tersebut menyangkut hak orang lain. Begitu juga dengan Dana Desa 

ada hak dari masyarakat Desa Nepo dalam dana desa sehingga anggaran yang 

dikelurkan oleh pemerintah desa sesuai dengan hak dan kewajiban setiap individu. 

B. SARAN 

Adapun saran-saran yang kemudian diharapkan oleh peneliti mengenai 

kedepannya sebagai berikut: 

1. Hendaknya pemerintah desa di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi 

Kabupaten Barru dapat mempertahankan dan meningkatkan dana desa 

yang baik agar masyarakat tetap pusa terhadap pengelolaan dana desa 

yang ada di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupatena Barru. 

2. Diharapkan seluruh perangkat desa bukan hanya di Desa Nepo tetapi 

seluruh aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan 

fungsinya harus diimbangi dengan sifat Shiddiq, Amanah, dan Tabligh.  
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HASIL WAWANCARA  

1. Sekretaris Desa 

a) Tahap Perencanaan 

1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam 

proses perencanaan pengelolaan keuangan dana desa? 

Jawaban:  

Untuk setiap transparansi itu disetiap rapat kordinasi itu kita selalu 

menjelaskan kepada masyarakat apa saja yang akan dikerjakan, kemudian 

dipaparkan dalam bentuk papan informasi dan papan pengumuman kita 

pasang, dari mana sumber dananya, bagaimana pengelolaannya, 

pembiayaannya untuk apa, dan masyarakat sangat mendukung. 

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 

pengelolaan keuangan dana desa? 

Jawaban:  

Alhamdulillah partisipasi masyarakat sangatlah bagus seperti disampaikan 

tadi masyarakat akan hadir ketika kita mengadakan rapat yang dilakukan 

setiap bulan. 

3. Apakah ada komitmen dari pemeintah daerah untuk meningkatkan 

partisipasi masyrakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa? 

Jawaban:  

Iya ada, karena harus ada komitmen untuk melibatkan seluruh elemen-

elemen msayarakat. 

4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan dana desa 

yang dilakukan oleh pemerintah desa? 

Jawaban:  

Perencaannya diawali dengan musyawarah dengan para aparat desa 

dengan adanya para lembaga-lembaga desa. 



86 
 

 
 

5. Apa saja program yang telah dibuat dengan adanya dana desa yang 

dikelola ini? 

Jawaban:  

Programnya mengacu pada kementrian desa yaitu SDGs (Sustainable 

Development). 

Na, di SDGs ini memiliki 17 yang akan dicapai namun tahun ini kita 

hanya akan menerapkan 10 SDGs.  

b) Tahap Pelaksanaan 

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan 

penyampaian informasi secara jelas kepada masyrakat dalam proses 

pelaksanaan program yang di danai dari pengelolaan keuangan desa? 

Jawaban:  

Dalam penetapan itu semua diundang yaitu lembaga-lembaga yang ada di 

desa, diumumkan apa-apa saja yang akan dikerjakan kemudian 

pelaksanaannya bukan hanya pak desa sendiri yang mengerjakan tetapi 

LKMD (lembaga kemasyarakatan desa) yang melaksanakannya. 

2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa? 

jawaban:  

Setiap kegiatan yang kita akan kerjakan semua berdiskusi dulu, berkumpul 

dalam setiap pelaksanaan-pelaksanaan ini bagaimana dananya, untuk apa, 

dan lain sebagainya, semua itu sesuai dengan arahan pak desa. 

3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa? 

Jawaban:  

Untuk pertanggungjawaban kami serahkan dari LKMD pelaksanaan yang 

dibwah, jadi semua laporan LKMD kita terima kemudian diverifikasi 

dibendahara desa dan kemudian diverifikasi ulang oleh sekretaris desa dan 

dilaporkan lagi ke kepala desa. 



87 
 

 
 

4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh keuangan 

dana desa? 

Jawaban:  

Untuk pemberdayaan masyarakat yaitu adanya pelatihan-pelatihan 

peningkatan SDM kemudian ada penignkatan SDM Masyarakat 

khususnya untuk lembaga-lembaganya dan ada juga bantuan di BUMDes. 

c) Tahap Pertanggungjawaban 

1. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam 

proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa? 

Jawaban:  

Untuk laporan ada namanya laporan bulanan, ada juga laporan setiap tiga 

bulan sekali, dan kami juga membuat laporan setiap satu tahun atau akhir 

tahun. 

2. Apa saja kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat 

pertanggungjawaban keuangan? 

Jawaban:  

Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. 

3. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah 

ditentukan? 

Jawaban:  

Iya, karena kami belum mendapatkan komplen dari masyarakat maupun 

dari atas jadi sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh 

kabupaten. 

4. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program pengelolaan keuangan 

desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya? 

Jawaban:  

Iya, karena dalam penetapannya itu memang harus kita sesuaikan.  

d) Prinsip Islam 
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1. Bagaimana pemerintah desa menjaga sifat Shiddiq (Kejujuran) dalam 

transparansi, begitupun juga pada akuntabilitas? 

Jawaban:  

Jelas kami sudah menjalankan sifat kejujuran dalam transparansi ini, 

karena sudah dijelaskan tadi setiap kami akan melakukan kegiatan yang 

melibatkan dana desa kami akan melakukan musyawarah dengan para 

tokoh-tokoh masyarakat, kepala dusun, dan lain-lain yang berkaitan 

dengan desa. Dari rapat nanti kami akan membentuk tim yang akan bisa 

mempertanggungjawabkan setiap amanat yang telah diberikan, tim-tim 

nantinya mereka akan dituntut mempertanggungjawabkan setiap tugas-

tugas yang telah diberikan oleh kepala desa. 

2. Bagaimana menerapkan sifat amanah dalam pengelolaan keuangan dana 

desa? 

Jawaban:  

Dengan adanya laporan anggaran dana desa yang dilakukan setiap tiga 

bulan sekali. 

3. Bagaimana cara penyampaian dana desa kepada masyarakat? 

Jawaban:  

Cara penyampaian dana desa yaitu dengan papan pengumuman yang telah 

dibuat oleh aparat-aparat desa, adanya sosialisasi dari tim-tim yang sudah 

dibentuk padad saat musyawarah sehingga penyampaian bisa langsung ke 

masyarakat desa nepo. 

2. Kepala Desa 

a) Tahap Perencanaan 

1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam 

proses perencanaan pengelolaan keuangan dana desa? 

Jawaban:  

Membuat musyawarah desa dimana yang hadir itu pemerintah desa, 

kepala dusun, terutama masyarakatnya desa yang mana program-program 
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yang menyangkut transparansi kami sampaikan mulai tahap perencanaan, 

pengelolaan, sampai dengan pertanggungjawabannya yang menjadi 

penyampaian kami.  

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 

pengelolaan keuangan dana desa? 

Jawaban:  

Partisipasi masyarakat sangatlah baik kami juga melibatkan semua 

masyarakat saat adanya musrenbang dan masyarakat sangat antusias hadi 

dalam memberikan masukan-masukan perihal proses perencanaan 

pengelolaan keuangan desa. 

3. Apakah ada komitmen dari pemeintah daerah untuk meningkatkan 

partisipasi masyrakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa? 

Jawaban:  

Iya jelas sudah ada. Seperti saat ini kami memberikan pendidikan 

keterampilan masyarakat melalui anak-anak muda, terutama didesa nepo 

ini. 

4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan dana desa 

yang dilakukan oleh pemerintah desa? 

Jawaban:  

Dengan adamya sebuah tim, mengadakan musrembang desa terus usulan-

usulan baru dituangkan, kemudian didiskusikan baru pelaksanaannya. 

5. Apa saja program yang telah dibuat dengan adanya dana desa yang 

dikelola ini? 

Jawaban:  

Program yang kami jalankan saat ini itu yaitu SDGs yang mana di 

dalamnya adad 17 target dari SDGs namun 10 dari kamu mulai terapkan 

seperti: 1) tanpa kemiskinan; 2) tanpa kelaparan; 3) kehidupan sehat dan 

sejahtera; 4) pendidikan berkeualitas; 5) kesetaraan gender; 6) air bersih 

dan sanitasi layak; 7) energy bersih dan terjangkau; 8) perkerjaan layak 
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dan pertumbuhan ekonomi; 9) industri, inovasi, dan infrastruktur; dan 10) 

berkurangnya kesenjangan. 

b) Tahap Pelaksanaan 

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan 

penyampaian informasi secara jelas kepada masyrakat dalam proses 

pelaksanaan program yang di danai dari pengelolaan keuangan desa? 

Jawaban:  

Berdasarkan musrembang yang dilakukan dan akan disesuaikan dengan 

dana yang ada yaitu untuk melakukan pembangunan dengan apa yang 

menjadi usulan masyarakat, dan kami juga memaparkan laporan keuangan 

dana desa dalam bentuk laporan tahunan. 

2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa? 

Jawaban: 

Kita ada papan pengumuman dan Kami buat Baleho tentang laporan 

keuangan tahunan, setiap tahun kami lampirkan serta kami perbaharui 

sehingga masyarakat mengetahui kemana aliran dana dari dana desa. 

3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa? 

Jawaban:  

Semua program-program yang memerlukan anggaran dengan cara disertai 

catatan dan harus ada nota maupun kuitansi sehingga aliran dana jelas 

arahnya. 

4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh keuangan 

dana desa? 

Jawaban: 

Bantuan-bantuan ibu-ibu PKK, keluarga kurang mampu, posyandu, dan 

lain-lain.  

c) Tahap Pertanggungjawaban 
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1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa? 

Jawaban:  

Untuk keterbukaan pengelolaan keuangan dana desa kami mengundang 

BPD, LMP, kepala dusun dan tokoh-tokoh masyarakat setiap tiga bulan 

untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa 

yang sudah kami laksanakan. 

2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam 

proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa? 

Jawaban:  

Buku kas umum, buku kas pembantu, surat pernyataan 

pertanggungjawaban. 

3. Apa saja kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat 

pertanggungjawaban keuangan? 

Jawaban:  

Alhamdulillah kami belum mengalami kesulitan pada saat ini. 

4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalu jalur struktural yang telah 

ditentukan? 

Jawaban:  

Iya, karena adanya buku kas pembantu, dilengkapi dengan bukti-bukti 

pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.  

5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program pengelolaan keuangan 

desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya? 

Jawaban:  

Telah sesuai dengan rencana saat ini dari hasil musrembang, jika tidak 

dilaksanakan aka nada keluhan dari masyarakat. 

d) Prinsip Islam 

1. Bagaimana pemerintah desa menjaga sifat Shiddiq (Kejujuran) dalam 

transparansi, begitupun juga pada akuntabilitas? 
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Jawaban:  

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya papan 

informasi sudah termasuk dalam menjaga sifat kejujuran itu sendiri. 

3. Bendahara Desa 

a) Tahap Perencanaan 

1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam 

proses perencanaan pengelolaan keuangan dana desa? 

Jawaban:  

 Dalam proses ini kami juga mengedepankan mufakat jadi setiap proses 

mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban selalu 

dilakukan dengan musyawarah. Kami juga memasang papan informasi 

yang memuat seluruh rencana penggunaan dana desa yang kami kelola.  

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 

pengelolaan keuangan dana desa? 

Jawaban:  

 Tingkat partisipasi masyarakat sangat bagus, karena setiap undangan 

yang kita berikan untuk ikut dalam partisipasi masyarakat mereka akan 

mengikuti. Mereka juga ikut andil dalam proses mengusulkan pekerjaan, 

lingkungan yanga harus dibenahi, dan lain-lain.  

3. Apakah ada komitmen dari pemeintah daerah untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa? 

Jawaban:  

Dengan adanya keuangan dana desa ini kamidiminta untuk melaksanakan 

secara transparan dengan adanya seperti itu secara tidak langsung kita 

berkomitmen kepada pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan proses 

pelaksanaan serta penyelesaiannya.  

4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan dana desa 

yang dilakukan oleh pemerintah desa? 

Jawaban:  
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Kami menampung aspirasi untuk merencanakan melalui musyawarah 

setelah itu, Tim akan mengelolah keinginan dan kebutuhn masyarakat itu 

dalam struktur desa yang akan menjadi RPJMDes atau RKP yang 

dilakukan setiap tahun.  

5. Apa saja program yang telah dibuat dengan adanya dana desa yang 

dikelola ini? 

Jawaban:  

Program sekarang ini kami focus pada program yang dari kementrian desa 

yaitu SDGs yang mana program ini akan dijalankan beberapa tahun 

kedepan, dalam program ini 10 akan mulai diterapkan. 

b) Tahap Pelaksanaan 

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan 

penyampaian informasi secara jelas kepada masyrakat dalam proses 

pelaksanaan program yang di danai dari pengelolaan keuangan desa? 

Jawaban:  

Yaitu dengan cara musyawarah, disini kami akan mengundang 

masayarakat yang berkaitan, seperti kepala dusun, tokoh-tokoh 

masyarakat, dan lain-lain. Dadri hasil rapat ini nantinya akan kami 

jabarkan melalui papan pengumuman agar masyarakat yang tidak hadir 

dalam rapat akan mengetahui apa-apa saja yang akan dikerjakan.  

2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa? 

Jawaban: 

Prinsip transparansi ini kami melakukan sosialisasi penyampaian kepada 

masyarakat untuk setiap pekerjaan yang dilakukan di desa, kami juga 

memasang papan baleho yang berisi tentang informasi dana desa.  

3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa? 

Jawaban:  
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Semua data-data dari hasil musyawarah yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan dana desa akan di dibuat pencacatan untuk 

pelaporan selanjutnya akan diperiksa oleh sekretaris dan di periksa juga 

oleh kepala desa.  

4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh keuangan 

dana desa? 

Jawaban:  

Banyak program-program yang telah di danai desa, seperti ibu-ibu PKK, 

Posyandu dan bahkan dana desa juga mendanai masyarakat yang kurang 

mampu.  

c) Tahap Pertanggungjawaban 

1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa? 

Jawaban:  

Setiap tiga bulan sekali kami selalu mengadakan evaluasi pelaksanaan 

pengelolaan keuangan dana desa yang mengundang tokoh-tokoh 

masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan desa.  

2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam 

proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa? 

Jawaban:  

Daftar penggunaan keuangan desa, daftar permintaan dana, nota-nota atau 

surat-surat kuitansi lainnya.  

3. Apa saja kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat 

pertanggungjawaban keuangan? 

Jawaban:  

Alhamdulillah kami tidak mendapatkan kesulitan sampai sekarang ini.  

4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalu jalur struktural yang telah 

ditentukan? 
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Jawaban:  

Semua pelaporan itu kita harus mengikuti semua alur atau mekanisme 

yang ditentukan oleh pemerintah pusat. 

5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program pengelolaan keuangan 

desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya? 

Jawaban:  

Alhamdulillah semua program sudah sejalan dengan apa yang telah 

direncanakan dari awal  dan kami memang harus melaksanakan semua 

perencanaan yang ada karena kalau kami tidak kerjakan akan ada keluhan 

dari masyarakat. 

4. Masyarakat Desa (La Semmawi) 

1. Apakah setiap perencanaan pengelolaan keuangan dana desa, bapak/ibu 

selaku warga desa diikutsertakan dalam rapat tersebut? 

Jawaban:  

Iya, setiap ada rapat yang akan dilaksanakan di kantor desa, staff desa 

akan mengirim undangan ke kepala dusun, dan kepala dusun akan 

mneyampaikan ke warga desa, warga desa bisa ikut rapat jika mereka 

ingin ikut. 

2. Bagaimana cara aparat desa menanggapi setiap keluhan yang didapatkan 

dari masyarakat desa nepo?  

Jawaban:  

Seperti sekarang ini sudah ada perubahan didesa nepo ini seperti jalanan, 

bangunan desa dan banyak lagi. 

3. Apa- apa saja program yang telah di danai oleh keuangan dana desa? 

Jawaban: 

 Sudah banyak program-program yang telah dilaksanakana oleh kepala 

desa. 

4. Apa-apa saja program yang telah dijalankan oleh pemerintah desa nepo 

yang saat ini sudah bisa bapak/ibu rasakan? 
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Jawaban: 

 Misalnya ada perbaikan rumah-rumah yang sudah tidak layak huni, ada 

juga pemerdayaan masyarakat, dan sekarang ini kan pandemic jadi ada 

pembagian sembako setiap bulan, ada juga ibu-ibu PKK.  

5. Bagaimana cara bapak/ibu mengetahui informasi dari penggunaan 

anggaran dana desa tersebut? 

Jawaban: 

 Desa biasa menempelkan di papan informasi yang sudah disediakan di 

kantor desa, serta juga ada baleho yang telah di pasang didepan kantor 

desa ini.  

6. Dilihat dari perencanaan desa ini, apaka sesuai dengan apa yang 

direncanakan dari awal yang telah kalian sepakati dari setiap pertemuan 

tersebut? 

Jawaban: 

 Iya, sudah sesuai dengan aa yang telah direncanakan.  

5. Masyarakat Desa (Safaruddin) 

1. Apakah setiap perencanaan pengelolaan keuangan dana desa, bapak/ibu 

selaku warga desa diikutsertakan dalam rapat tersebut? 

Jawaban:  

Alhamdulillah diikutkan oleh aparat desa 

2. Bagaimana cara aparat desa menaggapi setiap keluhan yang didapatkan 

dari masyarakat desa nepo? 

Jawaban: 

 Aparat desa awalnya mereka mendiskusikan kepada masyarakatnya terus 

baru dujalankan setelah disetujui oelha masyarakat serta aparat desa yang 

ada di desa nepo ini. 

3. Apa- apa saja program yang telah di danai oleh keuangan dana desa? 

Jawaban:  
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Ada pembangunan rumah-rumah bagi rumah yang tidak layak huni, ada 

juga ibu-ibu pkk, ada juga masyarakat kurang mampu, dan masih banyak 

lagi yang telah di danai oleh aparat desa nepo ini. 

4. Bagaimana cara bapak/ibu mengetahui informasi dari penggunaan 

anggaran dana desa tersebut? 

Jawaban:  

Biasa ada tertempel di papan pengumuman di kantor desa, ada juga baleho 

penggunaan anggaran yang berada di depan kantor desa. 

5. Dilihat dari perencanaan desa ini, apaka sesuai dengan apa yang 

direncanakan dari awal yang telah kalian sepakati dari setiap pertemuan 

tersebut? 

Jawaban: 

 Alhamdulillah sudah sesuai, karena setiap perencanaan yang akan 

dilaksanakan akan didiskusikan dengan kami, ya selaku masyarakat kami 

juga ikut memberi pendapat, sehingga perencanaan Alhamdulillah sesuai 

dengan rencana awal. 
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Gambar 1. Wawancara dengan kepala Desa Nepo  

 

Gambar 2. Wawancara dengan Bendahara Desa Nepo 
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Gambar 3. Wawancara dengan Sekretaris Desa Nepo 

 

Gambar 4. Baleho anggaran Desa Nepo 
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